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I11. AGENDA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Untuk mencapai sasaran pertama dari agenda pembangunan ini
yakni penurunan tingkat kemiskinan ditempuh melalui prioritas
Pembangunan sebagai berikut :

1. PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Penanggulangan kemiskinan dalam kontek ini tidak hanya
semata-mata dipahami merupakan upaya untuk
menghindarkan masyarakat dari terjadinya kemiskinan yang
seolah-olah hanya ditujukan kepada masyarakat yang sudah
sgjahtera, akan tetapi |ebih kepada bagaimana pembangunan di
kota ini mampu meningkatkan derajat kesejahteraan
masyarakat secara umum.

Kemiskinan sebagaimana yang dirumuskan dalam strategi
pembangunan nasional didefinisikan sebagai kondisi dimana
seseorang atau sekelompok orang, laki-laki atau perempuan
tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan
mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hal ini jelas
bahwa ada komitmen atas persamaan hak untuk memperoleh
kehidupan yang layak serta bermartabat sebagai bagian dari
anggota masyarakat.

Berkaitan dengan pemenuhan hak-hak dasar ini, kemiskinan
itu bukan hanya dipandang dari sebatas ketidakmampuan
ekonomi akan tetapi lebih dari itu juga pemenuhan kebutuhan
pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air
bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup,
rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan,
serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan social, politik.

Prioritas pembangunan ini merupakan salah satu upaya
strategis di dalam mewujudkan tujuan pembangunan sesuai
dengan amanat UUD 1945 yaitu meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Amanat |uhur ini merupakan tantangan
pembangunan yang secara terus menerus diupayakan melalui
komitmen yang tinggi setiap penyel enggara pemerintahan.
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a. PERMASALAHAN

Terbatasnya kecukupan dan mutu Pangan. Secara umum
ketersediaan bahan pangan khususnya beras di kota
Surakarta bolen dikata tidak ada masalah, namun
penyaluran beras yang dilakukan oleh Sub Dolog wilayah IlI
Surakarta kepada masyarakat miskin mengalami penurunan
dari 8.688.960 kg pada tahun 2003 menjadi 6.385.590 kg
pada tahun 2004. Disamping itu tentu permasalahan
kecukupan kualitas kebutuhan pangan yang layak dan juga
memenuhi persyaratan gizi menjadi persolahan tersendiri
yang sangat terkait dengan tingkat kemampuan atau daya beli
masyarakat miskin yang sangat rendah.

Dipandang dari sudut indikator kelaparan vyaitu tingkat
asupan kalori sebesar 2100 kalori perkapita/ hari. Maka
berdasarkan data yang digunakan MDGs dalam indikator
kelaparan bahwa hampir dua pertiga penduduk di Indonesia
masih berada di bawah kecukupan kalori 2100 kalori
perkapita/ perhari dapat diasumsikan bahwa kelompok
masyakat di kota Surakarta yang berada dalam katagori pra
KS dan KS | yang jumlahnya jumlahnya 28.832 KK pada
tahun 2005 berada dalam kategori ini. Atau kalau 1 KK
keluarga miskin di kota Surakarta beranggotakan 3,79 orang,
berarti ada 109.245 orang penduduk berada dalam kategori
miskin.

Mengingat Surakarta yang merupakan wilayah perkotaan
dengan segala keterbatasan sumber daya alamnya, maka
ketersediaan bahan pangan khususnya makanan pokok
sangat tergantung dari supply dari wilayah sekitarnya,
termasuk ketersediaan sumber air bersih/ minum. Hal ini
menuntut terjaganya jaringan distribusi bahan pangan dan
fasilitas infrastruktur yang lain seperti pergudangan, saluran
air bersih dan fasilitas-fasilitas pasar lainnya

Terbatasnya akses dan mutu layanan kesehatan. Hal ini
berkaitan dengan rendahnya kemampuan masyarakat miskin
terhadap akses layanan kesehatan dasar, rendahnya mutu
pelayanan kesehatan dasar, kurangnya pemahaman terhadap
perilaku hidup sehat dan kurangnya layanan kesehatan
reproduksi.
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Secara umum tingkat kesehatan masyarakat miskin masih
rendah. Pada tahun 2003 tercatat sebanyak 1.160 balita
termasuk dalam katagori balita dengan gizi buruk dari
keluarga miskin. Kondisi ekonomi masyarkat miskin
cenderung memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan
melalui Puskesmas. Hal ini dapat diasumsikan dari jumlah
masyarakat yang memanfaatkan pelayanan kesehatan
(berobat) melalui Puskesmas sebanyak 588.080 penduduk
atau 106 %. Sedangkan prosentase hari rawat di Rumah-
rumah sakit yang digunakan oleh pasien tidak mampu di
Surakarta hanya 7,91 % dari 217.670 hari rawat.

Sementara itu masih rendahnya kualitas pel ayanan kesehatan
masyarakat miskin disebabkan oleh keterbatan tenaga medis,
ditambah masih rendahnya kemampuan anggaran pemerintah
kota untuk pelayanan kesehatan masyarakat miskin. Ratio
tenaga medis di Puskesmas sebesar 0.81, perawat dan bidan
sebanyak 2.56, tenaga teknis medis 0.18 dan tenaga kesmas
sebanyak 0.04 per 10.000 penduduk. Ratio anggaran APBD
untuk kesehatan hanya sebesar 3,86 % pada tahun 2003.

Jumlah penduduk yang memanfaatkan fasilitas JPKM/ dana
Sehat/ askes lain untuk melindungi kesehatannya sebanyak
29.07 %. Prosentase ini diindikasikan sebagian besar
dimanfaatkan oleh keluarga mampu, sementara keluarga
miskin tidak memiliki kemampauan untuk membayar jaminan
kesehatan diri dan keluarganya.

Terbatasnya akses dan rendahnya layanan pendidikan.
Salah satu faktor penyebab kemiskinan adalah rendahnya
tingkat pendidikan. Karena secara umum hal ini akan
berpengaruh kepada kemampuan intelegensia yang juga akan
menentukan pola pikir dan pola tindak, akses kepada
pekerjaan, serta kemampuan wirausaha.

Pada tahun 2003 (SUSENAS 2003) walaupun tingkat
partisipasi sekolah dari berbagai usia sekolah sudah cukup
bagus, yaitu usia 7-12 th sebesar 99.56 %, usia 13-15 tahun
sebesar 94.15 %, usia 16-18 tahun 86,39 % dan 19-24 tahun
sebesar 40.86 %. Selebihnya adalah mereka yang tidak dapat
sekolah lagi karena alasan ketidakmampuan membiayai
sekolah. Sedangkan dari kemampuan baca tulis bagi
penduduk dengan usia 10 th. ke atas masih ada sekitar 3,4 %
yang tidak dapat bacatulis sama sekali.
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Keterbatasan kemampuan masyarakat miskin untuk
mengakses layanan pendidikan dasar terutama disebabkan
tingginya biaya pendidikan baik biaya langsung maupun biaya
tidak langsung. Meskipun SPP untuk jenjang SD/ Ml telah
secara resmi telah dihapuskan tetapi kenyataanya masyarakat
tetap harus membayar iuran sekolah dan pengeluaran lain-
lain diluar iuran sekolah seperti pembelian buku, alat tulis,
seragam, uang transport dan uang saku menjadi faktor
penghambat bagi masyarakat miskin untuk menyekolahkan
anaknya.

Terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha. Masyarakat
miskin umumnya menghadapi permasalahan terbatasnya
kesempatan Kkerja, terbatasnya peluang mengembangkan
usaha, lemahnya perlindungan terhadap asset usaha,
perbedaan upah serta perlindungan kerja terutama bagi
pekerja anak-anak dan perempuan. Masyarakat miskin
dengan keterbatasan modal dan kurangnya ketrampilan
maupun pengetahuan hanya memiliki sedikit pilihan
pekerjaan yang layak dan terbatasnya peluang untuk
mengembangkan usaha. Keterbatasan lapangan kerja yang
tersedia saat ini menyebabkan mereka terpaksa melakukan
pekerjaan dengan resiko tinggi dengan imbalan yang kurang
memadai .

Dengan kondisi seperti yang digambarkan diatas maka hal ini
menyebabkan lemahnya posisi tawar dan tinginya kerentanan
terhadap perlakuan yang merugikan. Masyarakat miskin juga
menerima pekerjaan dengan resiko tinggi dengan upah yang
rendah, tanpa sistem kontrak atau dengan sistem kontrak
tetapi sangat rentan terhadap kepastian hubungan kerja yang
berkelanjutan. Hal ini juga yang memaksa anak-anak dan
perempuan dari keluarga miskin harus ikut bekerja.

Terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi.
Masalah utama yang dihadapi masyarakat miskin adalah
terbatasnya akses perumahan yang sehat dan layak, redahnya
mutu lingkungan pemukiman dan lemahnya perlindungan
untuk mendapatkan dan menghuni perumahan yang layak
dan sehat. Mereka umumnya tinggal di wilayah slum area,
dengan tingkat kepadatanyang tinggi dan terbatasnya sarana
sanitasi lingkungan, serta ketersediaan air bersih. Hal ini juga
akan Dberpengaruh pada rendahnya tingkat kesehatan
keluarganya.
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b.

C.

SASARAN

Sasaran penanggulangan kemiskinan ini adalah :

1. Terpenuhinya kecukupan pangan yang bermutu dan
terjangkau

2. Terpenuhinya pelayanan kesehatan yang bermutu

3. Terpenuhinya pelayanan pendidikan dasar yang bermutu

4. Terbukanya kesempatan kerja dan berusaha

5. Terpenuhinya kebutuhan perumahan dan sanitasi yang
layak sehat serta tersedianya kebutuhan air bersih bagi
masyarakat miskin

6. Terjaminnya rasa aman dari berbagai tindak kekerasan.

ARAH KEBIJAKAN

Untuk mengatasi permasalahan dan memenuhi sasaran
diatas arah kebijakan pembangunan diarahkan kepada :

1. Pemenuhan Hak atas Pangan

Pemenuhan hak atas pangan bagi masyarakat miskin

dilakukan melalui :

a meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah kota
di dalam mendukung ketahanan pangan lokal

b. meningkatkan pengetahuan masyarakat, arti
pentingnya kualitas pangan yang dikonsumsi.

c. menyempurnakan sistem penyediaan, distribusi dan
harga pangan

d. meningkatkan kewaspadaan dini dalam gizi dan rawan
pangan

e. menjamin kecukupan pangan masyarakat.misnkin dan
kelompok masyarakat yang rentan terhadap goncangan
pangan, sosial dan bencana alam.

2. Pemenuhan Hak atas layanan kesehatan
Pemenuhan hak dasar masyarakat miskin atas layanan
kesehatan yang bermutu dilakukan dengan:

a. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
pengembangan pelayanan kesehatan masyarakat
miskin

b. meningkatkan pengetahuan masyarakat miskin tentang
pencegahan penyakit menular, lingkungan sehat,
kelangsungan dan perkembangan anak, gizi keluarga,
perilaku hidup sehat.
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c. meningkatkan kemampuan identifikasi  masalah
kesehatan masyarakat miskin

d. meningkatkan investasi kesehatan guna menjamin
terselenggaranya pelayanan kesehatan di daerah

e. meningkatkan alokasi anggaran untuk membiayai
pelayanan kesehatan masyarakat miskin

f. meningkatkan kerjasama antar daerah dalam
menangani permasal ahan kesehaan

g. meningkatkan ketersediaan pelayanan kesehatan, yang
bermutu dan terjangkau

h. mengutamakan penanggulanan masalah kesehatan
masyarakat miskin, seperti TBC, malaria, rendahnya
status gizi dan akses kesehatan dan

i. membina dan mendorong keikutsertaan pelayanan
kesehatan non pemerintah/swasta dalam peyanan.

3. Pemenuhan hak ataslayanan pendidikan.

Pemenuhan hak atas layanan pendidikan yang baik dan

bermutu tanpa diskriminasi dilakukan dengan:

a Meningkatkan partisipasi pendidikan masyarakat
miskin pada jenjang wajib belajar sembilan tahun
melalui jalur formal maupun non formal termasuk
melalui upaya penarikan kembali siswa putus sekolah
jenjang SD termasuk SDLB, MI dan Paker A dan jenjang
SMP/ MTs/ Paket B sertaa lululas SDLB, M| dan Paket A
yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan
SMP/MTs/Paket B;

b. Menurunkan jumlah penduduk buta aksara melalui
peningkatan intensifikasi perluasan akses dan kualitas
penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional
yang didukung upaya penurunan angka putus sekolah
khususnya pada kelas-kelas awal jenjang SD termasuk
SDLB dan MI atau yang sederjat serta mengembangkan
budaya baca untuk menghindari terjadinya buta aksara
dan menciptakan masyarakat buta belgjar.

c. Menyelenggarakan pendidikan non formal yang bermutu
untuk memberikan pelayanan pendidikan keaksaraan
kepada warga masyarakat yang tidak mungkin
terpenuhi  kebutuhan pendidikannya melalui jalur
formal terutama bagi masyarakat yang tidak pernah
sekolah atau buta aksara, putus sekolah dan warga
masyarakat lainnya yang ingin meningkatkan dan atau
memperoleh pengetahuan, k ecak apan/ketrampian
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hidup dan kemampuan guna meningkatkan kualitas
hidupnya.

d. Mengembangkan kurikulum, bahan ajar dan model-
model pembelajaran termasuk model kecakapan hidup
dan ketrampilan bermata pencaharian yang diperlukan
oleh masyarakat miskin.

e. meningkatkan ketersediaan pendidikan dan tenaga
kependidikan dalam jumlah dan kualitas yang memadai
untuk dapat melayani kebutuhan pendidikan bagi
masyarakat miskin; dan

f. memberikan kesempatan kepada anak-anak dari
keluarga miskin yang berprestasi untuk melanjutkan
pendidikan ke jenjang pendidikan menengah dan
pendidikan tinggi.

4. Pemenuhan hak atas pekeg aan dan usaha

Pemenuhan hak masyarakat miskin atas pekerjaan dan

pengembangan usaha yang layak dilakukan dengan :

a. meningkatkan efektivitas dan kemampuan kelembagaan
pemerintah dalam menegakkan hubungan industrial
yang manusiawi dan harmonis;

b. Meningkatkan  kemitraan global dalam rangka
memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan
perlindungan kerja.

c. meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan
masyarakat miskin dalam mengembangkan
kemampuan kerja dan berusaha;

d. memberikan layanan perlindungan buruh migran baik
di dalam maupun diluar negeri

e. melindungi pekerja baik laki-laki maupun perempuan
untuk keberlangsungan dan keselamatan kerja

f. mengembangkan usaha mikro, kecil dan koperasi;

g. mengembangkan kelembagaan mesyarakat miskin
dalam meningkatkan posisi tawar efisiensi usaha

5. Pemenuhan hak atas perumahan

Pemenuhan hak masyarakat miskin atas perumahan yang

layak dan sehat dilakukan dengan :

a. mengembangkan partisipasi masyarakat dalam
penyediaan perumahan;

b. menyempurnakan berbagai peraturan perudangan yang
dapat menjamin perlindungan hak masyarakat miskin
atas perumahan;
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c. meningkatkan pengetahuan dan kemampuan
masyarakat dalam pembangunan rumah yang layak dan
sehat;

d. meningkatkan keterjangkauan masyarakat miskin
terhadap perumahan yang layak dan sehat;

e. meningkatkan ketersediaan rumah yang layak dan
sehat bagi masyarakat miskin dan golongan rentan.

6. Pemenuhan hak atasair bersih

Peningkatan akses masyarakat miskin atas air bersih dan

aman dilakukan dengan :

a. meningkatkan kepedulian masyarakat atas pentingnya
penyediaan air bersih dan aman dan snitasi bagi
masyarakat miskin;

b. meningkatkan kerjasama antar daerah dalam rangka
penyediaan air minum yang sehat dan aman, serta
pengembangan sanitasi dasar yang berpihak kepada
masyarakat miskin

c. meningkatkan perlindungan terhadap jaminan akses
masyarakat miskin ke air minum yang bersih dan aman
serta sanitasi;

d. meningkatkan pola kemitraan antara pemerintah,
swasta dan masyarakat dalam invensi dan pengelolaan
bersama dalam penyediaan air bersih dan aman serta
sanitasi bagi masyarakat termasuk masyarakat miskin;

e. meningkatkan pengetahuan bagi masyarakat miskin
mengenai pengelolaan sumber daya air dan pentingnya
air minum yang bersih dan aman serta sanitasi dasar;

f. meningkatkan ketersediaan sarana air bersih dan aman
serta sanitasi dasar bagi masyarakat miskin dan
ditempat lembag publik;

g. menyediakan air bersih dan aman serta sarana sanitasi
dasar bagi kelompok rentan dan masyarakat miskin
yang tinggal di wilayah utara kota surakarta yang
sebagiannya merupakan wilayah rawan air.

7. Pemenuhan hak atas tanah
Upaya menjamin dan melindungi hak perorangan dan
komunal atas tanah dilakukan dengan :
a meningkatkan peranserta/ partisipasi masyarakat
miskin dalam perencanaan tata ruang kota;
b. meningkatkan pengetahuan masyarakat miskin tentang
aspek hukum pertanahan dan tanah ulayat;
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c. meningkatkan kepastian hukum atas tanah bagi
masyarakat miskin tanpa diskriminasi;

d. mengembangkan meknisme perlindungan terhadap hak
atas tanah kelompok rentan; dan

e. mengembangkan mekanisme redistribusi tanah secara
sel ektif.

8. Pemenuhan hak atas sumber daya alam dan lingkungan
hidup

M eningkatkan akses masyarakat miskin dalam pengel olaan

dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup

dilakukan dengan :

a meningkan penyebarluasan informasi dan pengetahuan
berbagai skema pengelolaan sumber daya alam dan
lingkungan hidup yang berpihak kepada masyarakat
miskin;

b. meningkatkan pengetahuan dan kemampuan
masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam dan
lingkungan hidup secara berkel anjutan;

Cc. mengembangkan sistem hukum yang dapat mencegah
atau mengatasi pencemaran sumber daya air dan
lingkungan hidup;

d. mengembangkan sistem pengelolaan sumber daya alam
dan lingkungan hidup yang menjamin dan melindungi
akses masyarakat miskin dalam  pemanfaatan
sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara
berkel anjutan;

e. meningkatkan jaringan kerja sama dan tukar
pengalaman antar daerah dalam pengelolaan SDA dan
kelestarian LH yang lebih berpihak kepada masyarakat
yang tinggal diwilayah SDA dan penangan serta
pengamanan perdagangan sumber daya alam yang
dilakukan secarailegal dan merukan alam;

9. Pemenuhan hak atasrasa aman
Upaya memenuhi hak rasa aman bagi masyarakat miskin
dilakukan dengan :
a. menembangak sistem pencegahan konflik secara dini;

b. mengembangkan mekanisme pencegahan dan
penyelesaian masalah perdagangan anak dan
perempuan;

c. menegakkan peraturan dan perundang undangan yang
melindungi keragaman agama dan etnis;
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d. mengembangkan sistem perlindungan sosial para
pekerja anak dan anak jalanan dan korban konflik;

e. memperluas jaminan rasa aman di rumah tangga dan
lingkungan sosial pada kelimpok masyarakat rentan;

10. Pemenuhan hak untuk berpartisipasi

Upaya peningkatan kemampuan dan partisipasi

masyarakat miskin dalam perumusan kebijakan publik

dilakukan dengan :

a. Meningkatan kemampuan dan akses masyarakat miskin
untuk berpartisipasi dalam keseluruhan proses
pembangunan

b. Meningkatkan peranserta masyarakat miskin dalam
perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi proyek-proyek
yang berdampak langsung pada penanggulangan
kemiskinan

c. Menyediakan informasi pembangunan bagi masyarakat
miskin baik laki-laki dan perempuan

11. Revitalisasi Pembangunan Perkotaan
Upaya dalam memperluas kesempatan masyarakat miskin
perkotaan baik laki-laki maupun perempuan dalam
pemenuhan hak-hak dasar dilakukan dengan :

a. Peningkatan akses masyarakat kota terhadap layanan
kesehatan, pendidikan dan rasa aman dari tindak
kekerasan

b. Penyediaan tempat dan ruang usaha bagi masyarakat
miskin

c. Pengembangan lingkungan pemukinan yang sehat
dengan melibatkan masyarakat;

d. Peninjauan kembali berbagai peraturan yang
menghabat pengembangan usaha

e. Pengembangan forum lintas pelaku;

d. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN

Penanggulangan kemiskinan merupakan upaya terus
menerus karena kompleksitas permasalahan yang dihadapi
masyarakat miskin dan keterbatasan sumber daya untuk
mewujudkan pemenuhan hak-hak dasar. Langkah-langkah
penanggulangan kemiskinan tidak dapat ditangani sendiri
oleh satu sector tertentu, tatapi harus multi dan lintas sector
dengan melibatkan stakeholder terkait untuk meningkatkan
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efektivitas pencapaian program yang dijalankan. Oleh karena
itu langkah-langkah yang ditempuh dalam penanggulangan
kemiskinan dijabarkan ke dalam program-program yang
tercantum dan tersebar di bab-bab yang lain sebagai berikut :

1.

PEMENUHAN HAK ATAS PANGAN

a. Pemenuhan hak atas pangan bagi keluarga miskin dan
orang orang terlantar;

b. Fasilitasi dan Pengembangan kelembagaan sosial
masyarakat dalam meningkatkan pelayanan pangan

PEMENUHAN HAK ATASLAYANAN KESEHATAN

a. Pemenuhan hak atas kesehatan bagi keluarga miskin
dan orang-orang terlantar

b. Fasilitasi dan Pengembangan kelembagaan sosial
masyarakat dalam meningkatkan pelayanan kesehatan

PEMENUHAN HAK ATASLAYANAN PENDIDIKAN

a Pemenuhan hak atas pendidikan bagi keluarga miskin
dan orang-orang terlantar

b. Fasilitasi dan Pengembangan kelembagaan sosial
masyarakat dalam meningkatkan pelayanan pendidikan

PEMENUHAN HAK ATASPEKERJAAN DAN BERUSAHA

a. Peningkatan ketrampilan masyarakat miskin untuk
meningkatkan kesempatan atas pekerjaan dan
berusaha

b. Fasilitasi dan pengembangan kelembagaan sosial
masyarakat dalam mendukung kesempatan bekerja /
berusaha bagai keluarga miskin

PEMENUHAN HAK ATASPERUMAHAN DAN AIR BERSIH

a. Pengembangan upaya pemenuhan atas perumahan bagi
keluarga miskin

b. Pemenuhan atas pelayanan atas sanitasi dan sumber
air bersih bagai keluarga miskin

c. Fasilitasi dan pengembangan kelembagaan sosial
masyarakat dalam mendukung ketersediaan
perumahan dan penyediaan sumber air bersih

PEMENUHAN HAK ATASRASA AMAN

a. Pelayanan dan rehabilitasi kesgjahteraan sosial

b. Pengembangan dan keserasian kebijakan kesejahteraan
sosial;

c. Pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah

kesgjahteraan sosial (PMKYS)

Pengembangan system perlindungan sosial

e. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan
perempuan

Q
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f. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak

2. PENINGKATAN INVESTASI DAN EKSPOR NON MIGAS

Nilai investasi yang ditanam di kota Surakarta, akan
menggambarkan kinerja Pembangunan ekonomi kota. Nilai
investasi sector industri pada tahun 2004 sebesar Rp.
375.419.540.000,- atau meningkat sebesar 34,13 % dari nilai
investasi tahun 2003 sebesar Rp. 279.883.200.000,-

Sementara volume ekspor non migas tahun 2003 senilai
17.321.212,18 Kg dengan nilai ekspor sebesar $ 36.891.780,14
Ekspor non miga pada tahun 2003 ini di dominasi oleh
komoditi mebel dengan nilai ekspor sebesar $ 19.771.164,18
atau sebesar 53,59 %, kemudian disusul olen komoditi tekstil
dan produk tekstil senilai $ 9.399.658,61 atau sebesar 25,48 %o,
sementara urutan ketiga ditempati oleh komoditi batik dan
garmen dengan nilai ekspor sebesar $ 2.219.376,49 atau 6,01
%.

a. PERMASALAHAN

Prosedur perijinan investasi yang panjang dan mahal.
Menurut hasil Evaluasi yang dilakukan oleh GTZ-RED
berkaitan dengan hambatan-hambatan dalam iklim usaha
dan administrasi di wilayah kerja GTZ-RED menyatakan
bahwa Perijinan di daerah dianggap sebagai aspek paling
menghambat dunia usaha, dilihat dari segi : legalitas,
transparansi, efektivitas dan dampaknya terhadap kegiatan
usaha. Lebih buruk lagi, masalah ini mendorong terciptanya
tata niaga yang diskriminatif dan sungguh-sungguh menjadi
kendal a pel aksanaan pasar bersama.

Lebih kurang 65 % dari perusahaan-perusahaan yang
beroperasi di wilayah ekonomi ini (Surakarta, Klaten,
Boyolali dan Sukoharjo) adalah dalam bentuk kepemilikan
tunggal, 10 % dalam bentuk Perseroan terbatas (PT) dan
selebihnya 25 % dalam bentuk legalitas lainnya seperti
Koperasi.

Dari hasil survey GTZ-RED beberapa responden menyatakan

bahwa beberapa problematika pengajuan ijin legalitas usaha
antara lain : prosedur yang rumit dan kurangnya
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transparansi, kemudian praktek-praktek KKN, persyaratan
yang rumit dan prosesnya yang panjang. Disamping itu
mahal nya perijinan juga ditengarahi dengan adanya
pungutan diluar ketentuan perudang-undangan yang
berlaku.

Rendahnya kepastian hukum. Masih Simpangsiurnya
kewenagan antara Pusat dan Daerah berkaitan dengan
kebijakan investasi, mengakibatkan terhambatnya
peningkatan investasi di daerah. Belum terselesaikannya
perumusan undang-undang penanaman modal yang
diharapkan akan memberikan kepastian daerah dalam
mengambil kebijakan investasi di daerah juga dirasakan
sebagai hambatan yang cukup serius.

Belum tersedianya informasi yang memadai tentang
potensi investasi di daerah baik secara kewilayahan
administrative maupun dalam kontek potensi regional.
Rendahnya tingkat investasi ini juga sangat dipenagaruhi
oleh belum adanya keterpaduan kebijakan pengembangan
investasi regional. Hal ini penting dikarenakan potensi
regional juga menjadi pertimbangan yang signifikan atas
sebuah keputusan investasi. Hal yang tidak kalah
pentingnya adalah peningkatan kerjasama promosi dalam
rangka memasarkan potensi / produk unggulan daerah
serta potensi unggulan regional.

Dalam rangka mendorong meningkatnya ekspor non migas,
beberapa permasal ahan yang dihadapi antaralain :

1. Masih rendahnya daya saing dan keanekaragaman
produk ekspor. Rendahnya daya saing ekpor UKM
terutama berkaitan dengan kualitas dan rendahnya
tingkat efisiensi produksi dan distribusi produk ekspor
Potensi unggulan daerah yang sangat beragam
merupakan potensi yang masih besar untuk digali dan
dikembangkan sehingga menjadi produk yang bernilai
ekspor.

2. Masih rendahnya kemampuan UKM, khususnya
berkaitan dengan produktivitas dan kemampuan
aksesnya kepada pasar ekspor. Hal ini diindikasikan
dengan masih sering terjadinya ketidakmampuan UKM
dalam memenuhi quota ekpor, sementara rendahnya
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C.

kemampuan akses ke pasar lebih di sebabkan belum
optimalnya mediasi yang dilakukan oleh lembaga-
lembaga penunjang pengembangan UKM.

Masih rendahnya inovasi produk. Inovasi produk
merupakan salah satu strategi pengembangan pasar dan
rangka meningkatkan pangsa dan meraih lebih banyak
segmen pasar. Hal ini berkaitan lemahnya SDM dan
rendahnya konsistensi pengembangan produk.

Masih lemahnya pola kemitraan usaha. Pengembangan
pola kemitraan usaha akan mendorong peningkatan
efisiensi produk.

SASARAN

Sasaran yang hendak dicapai dari uapay peningkatan
Investasi dan ekspor non migas adalah :

1.

Meningkatnya investasi di sector industri, perdagangan
maupun jasa lainnya baik yang dilakukan oleh usaha
besar maupun UKM;

. Meningkatan pelayanan prosedur perijinan dalam rangka

khususnya pengembangan pelayanan perijinan satu
pintu / one stop services (0OSS);

Meningkatkan ekspor non migas melalui pengembangan
keanekaragaman komoditi, inovasi produk dan
peningkatan pangsa dan segmen pasar ekspor;
Meningkatkan daya saing produk ekspor, malalui
pengembangan sentra-sentra industri / klater;
Mengembangkan pola-pola kemitraan usaha didalam
meningkatkan efisiensi produk ekspor.

ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai sasaran diatas kebijakan pembangunan
diarahkan kepada :

PWONPE

Meningkatkan iklim investas;

M eningkatkan promosi dan kerjasama investasi;
M eningkatkan daya saing produk ekspor;

M engembangkan pola-pola kemitraan usaha
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d. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN

1. PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI
a. Peningkatan kualitas pelayanan dan kemudahan
investasi;
b. Kajian dan Pengembangan kebijakan investasi
ekonomi kota
2. PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA
INVESTAS
a. Pemenuhan standar kualitas bagi produk ekspor
b. Peningkatan SDM UKM dalam bidang ekspor / import
c. Fasilitasi dan peningkatan pelayanan dalam
mendorong peningkatan daya saing ekpor
3. PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK
EKSPOR
a. Pengembangan kemitraan usaha antara UKM dan
Usaha besar
b. Advokas dan Fasilitass HAKI bagi UKM
4. PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN USAHA
a. Pengembangan kemitraan usaha antara UKM dan
Usaha besar
b. Advokas dan Fasilitass HAKI bagi UKM

3. PENINGKATAN KUALITASDAN IKLIM KETENAGAKERJAAN

Pekerjaan sebagai salah satu unsur kesejahteraan masayarakat
haru mendapatkan perhatian yang baik dari pemerintah yang
notabene nya bertanggung jawab melaksanaakan amanat UUD
1945 pasar 27 ayat(2) yang menyatakan tiap-tiap warga negara
berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan. Hal ini mengisayaratkan bahwa pemerintah
berkewajiban untuk menyediakan lapangan pekerjaan, bagi
seluruh warga negara dalam rangka memehui hak-haknya
berkaitan dengan pekerjaan dan penghidupan yang layak
sesual kemanuasian.

Munculnya fenomena pengangguran yang kita hadapi saat ini
memang harus disikapi dengan bijaksana. Tingginya tingkat
pengangguran dikalangan usia produktif sungguh merupakan
tantangan berat dalam penyelenggaaran pembangunan.
Berkaitan dengan hal ini pembangunan sector ekonomi harus
mendapatkan prioritas karena secara umum mampu
meningkatkan penyerapan tenagakerja, Gambaran penyerapan
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tenaga kerja untuk penduduk dengan usia 10 tahun keatas
yang bekerja selama seminggu di kota Surakarta untuk masing-
masing lapangan wusaha pada tahun 2003 adalah sector
perdagangan menyerap tenaga paling besar yaitu sebanyak
82.771 orang atau 39,62 %, sector Jasa-jasa menyerap
sebanyak 52.080 orang 24.93 9%, sector industri menyerap
sebanyak 45.776 orang atau 21,91 %, sector angkutan dan
komunikasi dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 13.627
orang atau 6,52 % dan sector disusul sector sector lainnya
masing masing sector konstruksi, keuangan, pertanian, litrik,
gas dan air serta sector-sektor lainnya.

Berkaitan dengan kualitas tenaga kerja, ditinjau dari segi
pendidikan tenaga kerja yang sudah bekerja pada tahun 2003
didominasi oleh lulusan SMU yang menapai 62.863 orang atau
30,10 %, Ilulusan SD sebanyak 41.282 orang atau 19,76 %,
lulusan SLTP sebanyak 35.992 orang atau 17,23 %, lulusan
lulusan DIV/ S1 sebanyak 20.150 orang atau 9,65 %, lulusan
SMK sebanyak 18.508 orang atau 8,86 % baru disusul oleh
para lulusan DIIl sebanyak 10.776 orang atau 5,16 % dan yang
lain adalah para pekerja yang tidak sekolah, tidak memiliki
ijazah dan para sarjana dari S2/S3.

a. PERMASALAHAN

Rendahnya kualitas pencari kerja. Jumlah pencari kerja
di kota Surakarta pada tahun 2003 sebanyak 18.318 orang
yang terdiri dari 9.772 orang atau 53,35 % pencari kerja
laki-laki dan 8.546 orang atau 46,65 % pencari kerja
perempuan. Dari seluruh pencari kerja dilihat dari
pendidikannya didominai oleh para lulusan SMU sebanyak
8.143 orang atau 44,45 %, lulusan SLTP sebanyak 3.662
orang atau 20 %, lulusan SMK sebanyak 2.238 orang atau
12,22 %, lulusan SD sebanyak 1.427 orang atau 7,79 %,
lulusan DIV / S1 sebanyak 1.219 orang atau 6,65 % dan
selebihnya adalah para lulusan DI /D 11/ D I11.

Terjadinya peningkatan jumlah penganggur terbuka. Pada
tahun 2002 telah dilaksanakan pendataan penganggur
terbuka secara menyeluruh di kota Surakarta yang ternyata
terdapat 11.152 orang penganggur terbuka dan pada tahun
2003 meningkat menjadi 18,318 orang. Walaupun secara
time series belum bisa disajikan data secara baik karena
minumnya data yang ada akan tetapi dengan gambaran dua
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tahun diatas cukup beralasan andaikat kita katakana bahwa
ternyata terjadi tend peningkatan penganggur terbuka. Hal
ini juga disebabkan meningkatnya akumulasi lulusan SMU /
SMK yang tidak meneruskan ke jenjang perguruan tinggi.

Rendahnya tingkat kompetensi dan daya saing pekerja.
Hal ini terkait dengan semakin tingginya kualifikasi
profesionalitas tenaga kerja di setiap lapangan usaha,
Kebutuhan tenaga kerja formal lebih banyak dibutuhkan
dengan kualifikasi seorang sarjana, sementara pencari kerja
masih didominasi dari para lululsan SMU/ SMK bahkan
SLTP. Sementara dari seluruh pencari kerja yang memiliki
kualifikasi ketrampilan khusus hanya sekitar 49 % dan
sekitar 51 % tidak memiliki ketrampilan khusus. Hal ini juga
yang menyebabkan walaupun terjadi peningkatan investasi,
akan tetapi tidak mempengaruhi secara signifikan
penurunan penganggur terbuka lokal.

Masih rendahnya kualitas hubungan industrial dan
perlindungan tenagakerja. Hal ini terkait dengan
peningkatan kualitas pemenuhan hak-hak tenaga kerja.
Permasalahan gender juga semakin menjadi issue yang
mewarnai dunia ketenagakerjaan di kota Surakarta pada
khususnya dan di negara ini pada umumnya. Semakin
meningkatnya jumlah tenaga kerja dari kaum perempuan /
angkatan kerja wanita, harus diikuti dengan peningkatan
kualitas perlindungan atas hak-haknya sebagai tenaga kerja.

b. SASARAN
Sasaran yang hendak dicapai dalam lima tahun ke depan
adalah :
1. Menurunnya tingkat penganggur terbuka di kota
Surakarta

2. Meningkatnya kualitas saing tenaga kerja melalui
peningkatan kompetensi tenaga kerja

3. Meningkatnya kualitas hubungan industrial dan
perlindungan tenaga kerja

c. ARAH KEBIJAKAN
Sesuai dengan permasalahan dan kondisi ketenagakerjaan

di kota Surakarta maka arah kebijakan untuk mengatasi
pengangguran adalah sebagai berikut :
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Menciptakan dan mendorong tumbuhnya lapangan kerja
formal yang sesuai dengan ketersediaan tenaga Kkerja,
mengingat sebagian besar penganggur terbuka ditinjau
dari sisi pendidikannya sebagian besar adalah para
lulusan SMU/SMK kebawah. Untuk itu dalam penciptaan
lapangan Kkerja, baik sector perdagangan, industri
maupun jasa diarahkan kepada lapangan kerja dengan
padat pekerja

Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui peningkatan
kompetensi bidang keahlian tenaga kerja

Meningkatkan kualitas hubungan industrial dan
perlindungan kepada tenaga kerja akan hak-hak sesuai
kemanusiaan

Adapun kebijakan pembangunan peningkatan iklim dan
kualitas ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :

1.

mendorong peningkatan investasi dalam rangka
membuka lapangan kerja formal baik di sektor
perdagangan, industri maupun jasa.

mendorong tumbuhnya sentrasentra industri kecil,
menengah agar mampu menyerap tenaga kerja
meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan
latihan  professional dalam rangka meningkatkan
kompetensi

Meningkatkan kualitas hubungan industrial dan
perlindungan hak-hak pekerja terkait dengan masalah
rekruitmen, pengupahan, Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK), perlindungan keselamatan dan kesehatan serta
hak-hak pekerjalainnya.

d. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN

1. PROGRAM PERLUASAN DAN PENGEMBANGAN

KESEMPATAN KERJA

Program ini bertujuan untuk memperluas dan
mengembangkan kesempatan kerja agar mampu
menyerap tenaga kerja (penganggur dan setengah
penanggur) seuai dengan kualifikasinya.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antaralain :
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a mendorong tumbuhnya sector-sektor ekonomi
(perdagangan, industri, jasa) yang mampu menyerap
lebijh banyak tenaga kerja

b. mendorong tumbuh dan berkembangnya sentra-
sentra industri kecl dan menengah yang mampu
menyerap banyak tenaga kerja

c. Pengembangan system informasi tenaga Kkerja
sebagai sarana mediasi antara dunia kerja dengan
tenagakerja

d. Peningkatan kerjasama antara lembaga bursa kerja
dengan industri/perusahaan

e. Peningkatan kualitas pelayanan ketenagakerjaan

2. PROGRAM PENINGKATAN KUALITASDAN
PRODUKTIVITASTENAGAKERJA
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas
dan produktivitas tenaga kerja sehingga mampu
meningkatkan kesgjahteraannya. Kegiatan pokok yang
dilaksanakan antara lain adalah :

a. Peningkatan kerjasama antara lembaga pendidikan
formal, lembaga pelatihan kerja/ pofesi dan unit
pengembangan tenaga kerja di tempat kerja dalam
rangka peningkatan kualitas dan produktivitas
tenaga kerja sebagai satu kesatuan system
pengembangan SDM yang komprehensif dan
terpadu;

b. Penyelenggaraan program-program pelatihan
berbasis kompetensi;

c. Mendorong dan memberikan kesempatan seluas
luasnya kepada tenaga kerja untuk mengikuti uji
kompetensi / sertifikasi profesi;

d. Peningkatan kualitas kelembagaan dan instruktur
pendidikan dan latihan kerja

3. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HUBUNGAN
INDUSTRIAL DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
Program ini bertujuan untuk menciptakan suasana
hubungan kerja yang harmonis melalui peningkatan
kualitas pelaksanaan hubungan industrial yang akan
mempertemukan berbagai kepentingan dan aspirasi
antara pekerja dan pemberi kerja, sehingga tidak terjadi
perselisihan yang berdampak kurang [/ tidak
kondusifnya iklim usaha dan ketenagakerjaan secara
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keseluruhan. Disamping program ini juga dalam rangka
meningkatkan perlindungan pekerja agar tidak terjadi
pelanggaran hak hak pekerja dan menghindarkan dari
tindak diskriminasi.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antaralain adalah :

a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman yang

benar dalam tata hubungan industrial sesuai

ketentuan perudang-undangan yang ada. (UU No. 2

Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan

hubungan industrial)

peningkatan kapasitas kel embagaan ketenagakerjaan

c. Peningkatan Perlindungan terhadap hak-hak semua
tenaga kerja termasuk tenaga kerja anak-anak dan
wanita.

d. Peningkatan / pemberian jaminan social / jaminan
keselamatan dan kesehatan kerja

o

4. PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN DAYA SAING UMKM

Potensi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dalam
meningkatkan taraf hidup masyarakat tidak diragukan lagi,
keberadaannya telah teruji pada saat terjadi krisis ekonomi,
damana UMKM justu menjadi penyelamat perekonomian
nasional, pada saat Usaha besar menghadapi kebangkrutan.
Hal ini juga mencerminkan wujud nyata kehidupan social dan
ekonomi sebagian besar dari masyarakat. Peran UMKM yang
besar diindikasikan oleh besarnya nilai investasi, jumlah unit
usaha/pengusaha serta penyerapan tenaga kerja. Nilai investasi
di sector industi untuk UMKM pada tahun 2003 menurut data
Surakarta Dalam angka adalah 8,15 % pada usaha Mikro,
29,72 % pada usaha Kecil, 47,01 % pada usaha Menengah dan
sisanya 15,12 % pada Industri Besar. Sedangkan dari jumlah
industri 96,10% adalah industri mikro, kecil dan menengah dan
3,90 % adalah industri besar. Untuk tahun yang sama dari
tenaga kerja yang terserap di bursa kerja bidang industri 78,45
% terserap di UMKM dengan perincian 28,52% terserap kepada
industri Menengah, 45,83 % Industri kecil dan 4,09 % terserap
kepada indusri mikro/nonformal.
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a. PERMASALAHAN

Rendahnya Produktivitas. Perkembangan yang meningkat
dari segi kuantitas tersebut belum diimbangi dengan
peningkatan kualitas UMKM yang memadai khususnya
skala usaha mikro. Masalah yang masih dihadapi adalah
rendahnya produktivitas, sehingga menimbulkan
kesenjangan yang sangat lebar antara pelaku usaha kecil,
menengah dan besar. Kinerja seperti ini berkaitan dengan
(@) rendahnya kualitas sumber daya manusia UMKM
khususnya dalam bidang menjemen, organisasi,
penguasaan teknologi dan pemasaran. Dan (b) rendahnya
kompetensi kewirausahaan UMKM. Peningkatan
produktivitas UMKM sangat diperlukan untuk mengatasi
ketimpangan antar pel aku, antargolongan, pendapatan dan
antardaerah, temasuk penanggulangan kemiskinan, selain
sekaligus mendorong peningkatan daya saing.

Terbatas akes UKMK kepada sumberdaya produktif.
Akses kepada sumber produktif terutama terhadap
permodalan, teknologi,informasi dan pasar. Dalam hal
pendanaan produk jasa lembaga keuangan sebagian besar
masih berupa kredit modal kerja, sedangkan kredit untuk
investasi sangat terbatas. BagiUKMK keadaan ini sulit
untuk meningkatkan kepasitas usaha ataupun
mengembangakan produk-produk yang bersaing.
Disamping persyaratan pinjaman juga tidak mudah
dipenuhi sepeti jumlah jaminan meskipun usahanya layak,
maka dunia perbankan yang merupakan sumber
pendanaan terbesar masih memandang UMKM sebagai
kegiatan yang beresiko tinggi. Pada tahun 2003 Posisi
kredit dari perbankan di kota Surakarta untuk Usaha kecil
sebesar Rp. 757,135 milyar dengan perincian Rp. 486,846
milyar untuk modal, Rp. 97,171 milyar untuk ivestasi dan
selebihnya sebesar Rp. 173,118 milyard untuk konsumsi.
Bersamaan dengan penguasaan teknologi, menejemen,
informasi dan pasar masih jauh dari memadai dan relatif
memerlukan biaya yang besar untuk dikelola secara
mandiri oleh UMKM. Sementara ketersediaan lembaga yang
menyediakan jasa di bidang tersebut juga masih terbatas.
Peran masyarakat dan dunia usaha dalam pelayanan
kepada UMKM juga belum berkembang, karena pelayanan
kepada UM KM masih dipandang kurang menguntungkan.
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Masih rendahnya kualitas kelembagaan dan Organisasi
Koperasi. Sementara itu sampai dengan akhir tahun 2004
jumlah koperasi di kota Surakarta sebanyak 502 unit
dimana 463 unit atau + 92 % koperasi dengan status aktif
dan 39 unit atau + 8 % dalam status tidak aktif. Dari 463
Koperasi yang aktif sebanyak 209 unit atau 45,15 % yang
melaksanakan RAT, dan 59 unit atau 12,74 % Koperasi
yang mengangkat menagjer.

Rendahnya kinerja koperasi dan citra koperasi yang
masih negatif. Kurangnya pemahaman tentang Koperasi
sebagai bahadan usaha yang memiliki struktur
kelembagaan (struktur organiasi, struktur kekuasaan dan
struktur insentif) yang unik/ khas dibandingkan badan
usaha lainnya, serta kurang memasyarakatnya informasi
tentang praktek-prakatek berkoperasi yang benar(best
practices) telah menimbulkan berbagai permasalahan
mendasar yang menjadi kendala kemajuan perkoperasian.
Hal ini disebabkan antara lain pertama, banyaknya
koperasi yang terbentuk yang tidak didasari oleh adanya
kebutuhan/ kepentingan ekonomi bersama dan prinsip
kesukarelaan dari para anggotanya, sehingga kehilangan
jati dirinyasebagai koperasi sejati yang otonom dan
swadaya / mandiri. Kedua banyak koperasi yang tidak
dikelola secara professional dengan menggunakan
teknologi dan kaedah-kaedah ekonomi modern
sebagaimana layaknya sebuah badan usaha. Ketiga masih
adanya kebijakan dan regulasi yang kurang mendukung
kemanjuan koperasi. Keempat Koperasi masih sering
dijadikan alat oleh segelintir orang/ kelompok, baik di
dalam maupun diluar gerakan koperasi itu sendiri, untuk
mewujudkan kepentingan pribadi atau golongan yang tidak
sejalan atau bahkan bertentangan dengan kepentingan
angora koperasi yang bersangkutan dan nilai-nilai luhur
serta prinsip-prinsip koperasi. Sebagai akibatnya : (1)
kinerja dan kotribusi koperasi dalam perekonomian relatif
tertinggal dibandingkan dengan badan usaha lainnya, dan
(2) citrakoperasi dimata masyarakat kurang baik, sehingga
mengakibatkan terkikisnya kepercayaa, kepedulian dan
lemahnya dukungan masyarakat kepada koperasi.

Masih kurang kondusifnya iklim usaha. Koperasi dan

UMKM pada umumnya juga masih menghadapi berbagai
masalah terkait dengan iklim usaha yang kurang kondusif,
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diantaranya adalah: (a) ketidakpastian dan ketidakjelasan
prosedur perijinan yang mengakibatkan tingginya biaya
transaksi, panjangnya proses perijinan dan timbulnya
berbagai pungutan tidak resmi; (b) praktek bisnis dan
persaingan usaha yang tidak sehat; dan (c) lemahnya
koordinasi lintas instansi dalam pemberdayaan koperasi
dan UMKM. Aspek kelembagaan koperasi dan UMKM perlu
mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dalam
rangka memperoleh daya jangkau dan manfaat (outreach
impact) yang semakasimal mungkin mengingat besarnya
jumlah, keanekaragaman dan persebaran UKMK yang luas.

b. SASARAN

Koperasi dan UMKM memempati posisi strategis untuk
mempercepat perubahan structural dalam rangka
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sebagai wadah
kegitan usaha bersama bagi produsen maupun konsumen,
koperasi diharapkan berperan dalam meningkatkan posisi
tawar dan efisiensi ekonomi rakyat, sekaligus memperbaiki
kondisi persaingan usaha di pasar melalui dampak
eksternalitas positif yang ditimbulkannya. Sementara itu
UMKM berperan dalam memperluas ekonomi dan
memeratakan peningkatan pendapatan, sejalan dengan hal
ini diharapkan akan dapat meningkatkan daya saing dan
daya tahan perekonomian. Dengan perspektif peran
sebagaimana tersebut diatas sasaran yang hendak dicapai
dengan berkaitan dengan prioritas pemberdayaan Koperasi
dan UMKM adalah :
1. Meningkatnya produktivitas UMKM dengan laju
pertumbuhan yang relatif tinggi
2. Meningkatkan proporsi dan kemampuan kelambagaan
usaha kecil formal
3. Meningkatnya akses pasar baik local maupun ekspor
dari UMKM
4. Meningkatnya kemampuan akesa kepada teknol ogi
5. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan organisasi
Koperasi sesuai dengan jati diri koperasi.

c. ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut
pemberdayaan Koperasi dan UMKM diarahkan untuk :

Bab4-93



RPJM-Kota Surakarta 2005-2010

mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) yang
diarahkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan
terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan
kerja, dan meningkatkan daya saing; sedangkan
pengembangan wusaha mikro lebih diarahkan untuk
memberikan kontribusi dalam meningkatkan pendapatan
kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Memperkuat kelembagaan dengan merapkan prinsip-
prinsip tata keperintahan yang baik (good governance) dan
berwawasan gender terutama untuk :

1. Memperluas akes kepada sumber permodalan

khsususnya perbankan
2. Memperbaiki lingkungan usaha dan menyederhanakan
perijinan

3. Memperluas dan meningkatkan kualitas institusi
pendukung yang menjalankan fungsi intermediasi
sebagai penyedia jasa pengembangan usaha, teknologi,
mengjemen, pemasaran dan informasi

Memperluas basis dan kesempatan berusaha serta

menumbuhkan wirausaha baru berkeunggulan untuk

mendorong pertumbuhan, peningkatan ekspor dan

penciptaan |gpangan kerja terutama dengan :

1. Meningkatkan perpaduan antara tenaga kerja terdidik
dan terampil dengan adopsi penerapan teknol ogi

2. Mengembangkan UMKM melalui pendekatan klaster di
sector agro industri disertai dengan pemberian
kemudahan dalam pengelolaan usaha, termasuk
dengan cara meningkatkan kualitsa kelembagaan
koperasi sebagai wadah organisasi kepentingan usaha
bersama untuk memperoleh efisiensi kolektif

3. Mengembangkan UMKM untuk makin berperan dalam
proses industrialisasi, perkuatan keterkaitan industri,
percepatan pengalihan teknologi dan peningkatan
kualitas SDM

4. Menintegrasikan pengembangan usaha dalam konteks
pengembangan regional melalui kerjasama antar daerah
sesuai dengan karkateristik dan potensi unggulan
daerah

5. Mengembangkan UMKM untuk makin berperan sebagai
penyedia barang dan jasa pada pasar domestik yang
makin berdaya saing dengan produk impor, khususnya
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak.
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6. Mengembangkan koperasi yang diarahkan dan

d.

fifokuskan pada upaya upaya untuk memenuhi dan
memperkuat tatanan kelembagaan dan organisasi
koperasi di tingkat makro, meso maupun mikro, guna
mencipatakan iklim dan lingkungan usah yang kondusif
bagi kemajuan koperasi serta kepastian hukum yang
menjamin terlindunginya koperasi dan / atau
anggoranya dari praktek-praktek persaingan usaha
yang tidak sehat, meningkatkan pemahaman,
kepedulian dan dukungan pemangku kepentingan
(stakeholder) kepada koperasi dan meningkatkan
kemandirian koperasi.

PROGRAM-PROGRAM

Dalam rangka mengimplementasikan arah kebijakan
diatas ditempuh melalui program-program :

1. PROGRAN ADVOKASI DAN PENGEMBANGAN
IKLIM USAHA YANG KONDUSIF BAGI KOPERASI
DAN UKM
Tujuan dari program ini adalah untuk memfasilitasi
terpenuhinya lingkungan usaha yang efisien secara
ekonomi, sehat dalam persaingan dan non
diskrimatif bagi kelangsungan dan peningkatan
kinerja UMKM, sehingga dapat mengurangi beban
administrasi, hambatan usaha dan biaya usaha
maupun meningkatkan rata-rata skala usaha,
mutu layanan perijinan / pendirian usaha dan
partispasi stakeholder dalam pengembangan
kebijakan UMKM
Kegiatan kegiatan yang akan dilaksanakan :

a Melakukan Advokasi kepada Koperasi dan
UMKM atas berbagai peraturan yang kurang
mendukung atau menghambat
perkembangannya

b. Fasilitasi dan penyediaan kemudahan dalam
formalisasi badan usaha

c. Peningkatan kelancaran arus barang baik bahan
baku maupun produk dan jasa yang diperlukan;
seperti kemudahan perdagangan dan
pengangkutan
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d. Peningkatan kemampuan aparat dalam
melakukan perencanaan dan penilain kebijakan
dan program

e. Pengembangan perijinan usaha yang mudah,
murah dan cepat termasuk perijinan satu atap
bagi UMKM.

f. Peningkatan kualitas penyelenggaraan
koordinasi dalam perencanaan kebijakan dan
program UMKM dengan partisipasi aktif dan
para pelaku dan instansi terkait; dan

g. Peningkatan penyebarluasan dan kualitas
informasi UMKM, termasuk pengembangan
jaringan pelayanan informasi.

2. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG
USAHA BAGI UMKM
Program ini bertujuan untuk mempermudan dan
memperlancar dan memperluas akses UMKM kepada
sumber-sumber daya produktif agar mampu
memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan
potensi sumber daya local serta menyesuaikan skala
usahanya sesuai dengan tuntutan efisiesnsi, Sistem
pendukung dibangun melalui pengembangan
lembaga pendukung / penyedia jasa pengembangan
usaha yang terjangku, semakin tersebar dan
bermutu untuk meningkatkan akses UMKM
terhadap pasar dan sumber daya produktif, seperti
sumber daya manusia, modal, pasar, teknologi dan
informasi, termasuk mendorong peningkatan fungsi
intermediasi lembaga-lembaga keuangan bagi
UMKM.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah :

a. Fasilitasi untuk mengurangi hambatan akses
UMKM terhadap sumber daya produktif;

b. Peningkatan peran serta dunia usaha/masyarakat
sebagai penyedia jasa layanan teknologi,
menejemen, pemasaran, informasi dan konsultasi
usaha melalui penyediaan system isentif
kemudahan usaha serta peningkatan kapasitas
pelayanan

c. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kaulitas
pelayanan lembaga keuangan mikro (LKM) dan
koperasi simpan pinjam (KSP/USP) antara lain
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memberikan kepastian status Badan Hukum,
kemudahan dalam perijinan, instntif untuk
pembentukan system jaringan antar LKM dan
antar LKM dengan Bank, serta dukungan
terhadap peningaktan kualitas dan akreditasi
KSP/USP/LKM sekunder;

d. Perluasan akses sumber pembiayaan Koperasi
dan UMKM, khususnya skim kredit investasi bagi
Koperasi dan UMKM, peningkatan perasn
lembaga  keuangan bukan bank, sperti
perusahaan modal ventura, serta perasn lembaga
penjamin kredit koperasi dan UMKM.

e. Peningkatan efektivitas dan efiensi
penyelenggaraan dana pengembagan UMKM baik
yang bersumber dari pemerintah maupun BUMN

f. Dukungan terhadap upaya mengatasi maslah

kesenjangan kredit (kesenjangan skala,
formalisasi dan informasi) dalam pendanaan
UMKM

g. Pengembangan system insentif, akreditasi,
sertifikasi dan perkuatan Iembaga-lembagna
pendukung.

h. Revitalisasi unit unit pengembangan Koperasi dan
UMKM

i. Dukungan terhadap upaya pengutan jaringan
pasar produk UMKM dan anggota koperasi,
termasuk pasar ekspor, melalui pengembangan
lembaga pemasaran, jaringan usaha / kemitraan
usaham dan pengembangan system transaksi
usaha yang bersifat online, terutama bagi
komoditas unggulan daerah yang berdaya saing

tinggi.

3. PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN
DAN KEUNGGULAN KOMPETETIF

Program ini ditujukan untuk pengembangan jiwa
dan semangat kewirausahaan dan meningkatkan
daya sing UKM sehingga pengetahuan serta sikap
wirausaha semakin berkembang, produktivitas
meningkat, wirausaha baru berbasis IPTEK dan
semakin meningkatnya ragam produk unggulan
UKM
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Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

a. Pemasyarakatan Kewirausahaan, termasuk
mempeluas pengenalan dan semangat
kewirausahaan dalam pendidikan;

b. Penyediaan insentif dan pembinaan serta
fasilitasi untuk memacu pengembangan UMKM
berbasis IPTEK, khususnya UKM vyang
berorientasi ekspor;

c. Penyediaan system insentif dan pembinaan
kesdaran UKM tentang HAKI;

d. Fasilitasi dan pemberian dukungan serta
kemudahan untuk pengembangan jaringan
lembaga pengembangan kewirausahaan;

e. Falisitasi dan pemberian dukungan kemudahan
untuk pengembangan incubator teknologi dan
bisnis, termasuk pemanfaatan Ilembaga Litbang
melalui system kemitraan;

f. Fadilitasi dan pemberian dukungan serta
kemudahan untuk pengembangan jaringan
kemitraan investasi antar UKM, termasuk
melalui aliansi strategis atau investasi bersama
(oint investment) baik dengan perusahaan asing
maupun nasional dalam mempercepat
penguasaan teknologi dan pasar;

g. Falisitasi dan pemberian dukungan serta
kemudahan wuntuk pengembangan jaringan
produksi dan distruibusi melalui pemanfaatan
teknologi informasi, pengembangan usaha
kelompok dan jaringan UMKM dalam wadah
koperasi;

h. Pemberian dukungan serta kemudahan
terhadap upaya peningkatan kualitas pengusaha
kecil dan menengah  termasuh  wanita
pengusaha menjadi wirausaha tangguh yang
memiliki semangat kooperatif.

4. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA SKALA
MIKRO

Program ini ditujukan untuk meningkatkan
pendapatan masyarkat yang bergerak dalam
kegiatan usaha ekonomi di sector informal yang
berskala mikro, terutama yang masih berstatus
keluarga miskin dalam rangka memperoleh
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pendapatan yang tetap, melalui upaya peningkatan
kapasitas usaha sehingga menjadi unit usaha yang
lebih mandiri, berkelanjutan dan siap untuk tumbuh
dan Dbersaing,. Program ini akan memfasilitasi
peningkatan kaspitas usaha mikro dan ketrampilan
pengelalaan usah serta sekaligus mendorong adanya
kepastian, perlindungan dan pembinaan usaha.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

a Penyediaan kemudahan dan pembinaan dalam
memulai usaha, termasuk dalam perijinan, lokasi
usaha, dan perelindungan usaha dari pengutan
informal;

b. Penyediaan skim-skim pembiayaan alternatif
dengan tanpa mendistorsi pasar, seperti system
bagi hasil dari dana bergulir, system tanggung
renteng atau jaminan tokoh masyarakat sebagai
pengganti anggunan;

c. Penyelenggaran dukungan teknis dan pendanaan
yang bersumber Pemerintah maupun BUMN yang
lebih terkoornasi, professional dan institusional;

d. Penyediaan dukungan terhadap upaya
peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas
layanan lembangan keuangan mikro (LKM);

e. Penyelenggaraan pelatihan usaha dan
kewirausahaan dan bimbingan teknis menejemen
usaha;

f. Penyediaan infrastruktur dan jaringan pendukung
bagi usaha mikro serta kemitraan usaha;

g. Fasilitasi dan pemberian dukungan untuk
pembentukan wadah organisasi bersama diantara
usaha mikro termssuk pedagang kaki lima, baik
dalam bentuk koperasi maupun asosiasi usaha
linnya dalam rangka meningkatkan posisi tawar
dan efisiensi usaha;

h. Penyediaan dukunngan pengembangan usaha
mikro tradisional dana pengrajin  melalui
pendekatan pembinaan sentra-sentra produksi /
klaster disertai dukungan penyediaan
infrastruktur yang makin memadai;

i. Penyediaan dukungan dan kemudahan untuk
pengembangan usaha ekonomi produktif bagi
usaha mikro / sector informal dalam rangka
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5.

mendukung pengembangan ekonomi di daerah /
kantong kantong kemiskinan.

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS
KELEMBAGAN KOPERASI

Program ini bertujuan untuk meningkatan
kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi,
agar mampu tumbuh dan berkembang secara
sehat sesui dengan jati dirinya, menjadi wadah
kepentingan bersama bagi anggotanya untuk
memperoleh efisiensi kolektif, sehingga citra
koperasi menjadi semakin baik. Dengan ini
diharapkan kelembagaan dan organisasi koperasi
ditingkat primer dan sekunder dapat tertata dan
berfungsi dengan baik; infrastruktur pendukung
pengembangan koperasi semakin lengkap dan
berkualitas; lembaga gerakan koperasi semakin
berfungsi efektif dan mandiri serta prakterk
berkoperai yang baik semakin berkembang luas di
kalangan masyarakat.

Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan :

a. Penyuluhan perkoperasian kepada masyarakat
luas disertai dengan pemasyarakatan contoh-
contoh koperasi yang sukses yang dikelola
dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi;

b. Peningkatan kualitas  administrasi dan
pengawasan pemberian badan hukum
koperasi;

c. Pemberian dukungan untuk membantu
perkuatan dan kemandiran lembaga gerakan
koperasi;

d. Pemberian dukungan dan kemudahan kepada
gerakan koperasi untuk melakukan penataan
dan perkuatan organisasi serta modernisasi
menejemen koperasi primer maupun sekunder
untuk meningkatkan pelayanan kepada
anggota;

e. Pemberian dukungan kemudahan untuk
mengembangan infrastruktur pendukungn
pengembangan koperasi di bidang pendidikan
dan pelatiah, penyukuhan, penelitian dan
pengembangan, keuangan dan pembiayaan,
teknologi informasi, promosi dan pemasaran,;
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f. Pengembangan system pendidikan, pelatihan
dan penyuluhan perkoperasian bagi anggota
pengelola koperasi, calon anggota dan kader
koperasi, terutama untuk menanamkan nilai-
nilai dasar dan prinsip-prinsip koperasi dalam
kehidupan koperasi yang mengatur secara
jelas adanya pembagian tugas dan
tanggungjawab antara pemerintah dan gerakan
koeprasi;

g. Penyediaan insentif dan fasilitasi dalam rangka
pengembangan jaringan kerjasama saua antar
koperasi;

h. Peningkatan = kemampuan aparat dalam
melakukan  penilaian dampak, regulasi,
kebijakan dan program pengembangan
koperasi dan

i. Peningaktan kualitas penyelenggaraan
koordinasi dalam perencanaan, pengendalian,
monitoring dan evaluasi pelaksanaan

kebijakandan program pembangunan koperasi
dengan partisipasi aktif para pelaku dan
instansi terkait.

5. PENINGKATAN PENGELOLAAN BUMD

Badan usaha milik daerah (BUMD) merupakan alat yang
strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat
sebagaimana amanat pasal 33 UUD 1945. Peran strategis
BUMD ini adalah dalam rangka membantu Pemerintah Daerah
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih
baik tanpa harus membebani keuangan pemerintah daerah.
Pemberian Otonomi secara luas sebagaimana diamanatkan di
dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
memberikan kewenangan yang seluas-luasnya bagi Pemda
untuk mengembangkan berbagai potensi ekonomi daerah, yang
tentu termasuk didalamnya adalah upaya peningkatan dan
pengembangan kinerja BUMD dalam memberikan konstribusi
maksimal di dalam mewujudkan tujuan peningkatan
kesejahteraan masyarakat.

Kota Surakarta yang saat ini memiliki 2 buah BUMD yang

secara formal telah diatur melalui Peraturan Daerah, vyaitu
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang pendirian
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pertamanya diatur melalui Perda No. 3 Tahun 1977 dan
diperbaharui dengan Peraturan Daerah No. 1 tahun 2004.
Sementara Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank
Pasar Surakarta diatur melalui Perda No. 17 tahun 2003 yang
merupakan penyesuaian atas Perda No. 12 Tahun1996 tentang
hal yang sama.

a. PERMASALAHAN

Belum optimalnya kinerja BUMD dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan peran dan
fungsinya;

Masih belum efisien dan efektivenya pengelolaan BUMD;
Masih perlu ditingkatkannya penerapan prinsip-prinsip good
corporate governance;

Belum optimalnya sineri antar lembaga BUMD dengan
stakeholdernya dalam rangka meningkatkan daya saing
perusahaan

b. SASARAN

Sasaran yang hendak dicapai dalam rangka peningkatan
pengelolaan BUMD adalah meningkatnya kinerja dan daya
saing BUMD dalam rangka memperluas pelayanan kepada
masyarakat dan kontibusi terhadap peningkatan
kemampuan keuangan daerah.

c. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan peningkatan pengelolaan BUMD adalah :

1. Mendorong peningkatan kinerja BUMD melalui berbagai
upaya strategis dengan mengoptimalkan potensi baik
sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya.

2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan
BUMD sehingga mampu meningkatkan keuntungan dan
kontribusinya terhadap keuangan pemerintah Daerah

3. Mendorong penerapan prinsip-prinsip Good Corporate
Govermence (CGC) antara lain meliputi transparansi,
akuntabilitas, keadilan dan responsibilitas.

4. Mengembangkan sinergi pengelolaan BUMD dengan
stake holder dalam rangka meningkatkan daya saing
perusahaan sehingga mampu tumbuh menjadi lembaga
yang kuat, tangguh dan mandiri.

Bab 4 - 102



RPJM-Kota Surakarta 2005-2010

d. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN

1. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BUMD
Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja

BUMD
Kegiatan pokok yang dilaksanakan :
a Meningkatkan peran pembina di dalam

mel aksanakan supervisi / pengawasan BUMD;

b. Mendorong peningkatan kinerja BUMD melalui
peningkatan profesionalisme mengeman BUMD;

c. Meakukan studi pengembangan BUMD

6. PENINGKATAN KEMAMPUAN |IPTEK

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa penguasaan ilmu
pengetahuan dan teknologi akan menempatkan posisi tertentu
suatu negara di dalam tata pergaulan dunia/global.
Rendahnnya penguasaan IPTEK akan sangat menghambat
kemajuan dan produktivitas secara keseluruhan. Dengan
semakin maju nya perkembangan IPTEK dunia khususnya
dalam bidang informasi dan komunikasi telah merubah pola
dan tata kehidupan masyarakat. Kecepatan informasi dan
kumunikasi telah menjadi bagian dari peradaban umat
manusia yang sangat berpengaruh atau bahkan sudah menjadi
alat untuk mempengaruhi kondisi social, budaya, politik, dan
ekonomi secara global.

Kota Surakarta Sebagi kota besar yang tidak mungkin terlepas
dari pengaruh tersebut diatas, dituntut untuk dapat merespon
secara lebih positif segala bentuk perkembangan IPTEK
khususnya dalam rangk meningkatkan kualitas pembangunan
yang pada akhirnya diharapkan akan dapat mempercepat
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Potensi Iembaga-
lembanga pengembangan iptek baik swasta, pemerintah,
lembaga swadaya masyarakat dan perguruan tinggi harus
mempu bersinergi untuk meningkatkan kemampuan IPTEK
khususnya berkaitan dengan peningkatan inovasi maupun
temuan temuan baru yang secara keseluruhan akan semakin
memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan
produktivitasnya.
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a. PERMASALAHAN

Pembangunan IPTEK di kota surakarta masih menghadapi
berbagai permasalahan dan kendala yang merupakan factor
penghambat penguasanaan IPTEK terutama pemanfaatannya
untuk meningkatkan produktivitas masyarakat.
Permasal ahan- permasal ahan tersebut antaralain :

1. Rendahnya akses UKM kepada sumber-sumber IPTEK.
2. Rendahnya tingkat Inovasi IPTEK dalam mendukung
peningkatan revenue UKM

3. Lemahnya mekanisme intermediasi iptek
4. Belum optimalnya sinergi kebijakan pengembangan iptek
5. Rendahanya budaya pengembangan iptek di kalangan
Mmasyarakat
b. SASARAN

Sasaran peningkatan IPTEK adalah :
1. Semakin meningkatnya akses UKM ke sumber-sumber

IPTEK melalui pengembangan lembaga-lembaga
intermediasi pengembangan UKM;
2. Meningkatnya Inovasi iptek dalam mendukung

peningkatan revunue UKM;

3. Semakin meningkatnya kualitas lembaga intermediasi
IPTEK;

4. Semakin terwujudnya sinergi kebijakan pengembangan
iptek;

5. Meningkatnya budaya pengembangan IPTEK

c. ARAH KEBIJAKAN

Kebijakan pembangunan IPTEK dalam rangka mewujudkan

sasaran diatas diarahkan kepada :

1. Peningkatan akses UKM ke sumber-sumber pengembangan
IPTEK, hal ini dilakukan melalui upaya peningkatan
keterpaduan dan peningkatan orientasi pendidikan yang
mampu memenuhi kebutuhan peningkatan kinerja dan
produktivitas UKM (link and macth);

2. Peningkatan inovasi iptek sebagai upaya peningkatan
efisiensi dan efektivitas penggunan IPTEK sebagai alat
peningaktan produktivitas khususnya bagi UKM;
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Pengembangan kualitas dan menejemen I|embaga
intermediasi IPTEK dalam mendukung pengembangan
UKM;

Meningkatkan sinergi berbagai kebijakan baik pemerintah,
lembaga Swadaya masyarakat, Perguruan Tinggi dan
Dunia usaha dalam mendorong peningkatan penguasaan
IPTEK;

Meningkatkan budaya pengembangan IPTEK melalui
dukungan terhadap Iembaga-lembanga penelitian dan
pengembangan iptek baik secara finansial maupun
kebijakan untuk mendorong peningkatan kesadaran akan
pentingnya penguasaan | PTEK.

d. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN

1.

2.

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK DALAM

SISTEM PRODUKSI

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas

IPTEK dalam system produksi khususnya UKM serta

peningkatan sinergi antar berbagai komponen dalam

system inovasi.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antaralain :

a. mengembangkan sistem informasi teknologi tepat guna
dalam mendukung peningkatan kapasitas dan kualitas
produk ukm

b. meningkatkan akses ukm terhadap berbagai informasi
teknologi produksi

c. melakukan penelitian dan pengembangan iptek dalam
mendukung peningkatan produk ukm

d. melakukan diseminasi teknologi tepat guna bagi
peningkatan produk ukm

PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI
PENGEMBANGAN IPTEK

Program ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi
antara pemerintah, perguruan tinggi, lembaga lembaga
iptek dari masyarakat dan dunia usaha dalam
mengembangkan sinergi agar terjadi percepatan
pengembangan dan penerapan teknologi.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antaralain :

a mengembangkan kelembagaan dalam mendukung
koordinasi pengembangan dan penerapan iptek baagi
bagi dunia usaha (pembangunan kawasan Technopark)
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b. meningkatkan koordinasi dalam rangka fasilitasi hak
paten /HAKI

c. pengembangan sistem insentif dalam mendorong
pengembangan iptek

d. membudayakan penelitian dan pengembangan iptek
bagi masyarakat

e. mendorong lahirnya lembaga-lembaga intermediasi di
bidang penerapan teknologi yang mendukung
pengembangan ukm

f. meningkatkan kompetensi penguasaan teknologi
melalui pengembangan kelembagaan sertifikasi
keahlian.

7. REVITALISASI DAN OPTIMALISASI PEMANFAATAN ASSET
DAERAH

Asset Daerah sebagai potensi kekayaan Pemerintah Daerah
perlu diberdayakan seoptimal mungkin untuk mendapatkan
manfaat bagi peningkatan kapasitas Daerah agar mampu
mewujudkan tujuan pembangunan secara umum Yyaitu
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemanfaatan asset
akan dapat dicapai secara optimal apabila pengelolaannya
dilakukan dengan baik sesuai dengan kaidah managjemen asset.

Berdasarkan Keputusan Menteri dalam Negeri No. 152 tahun
2004 tentang Pedoman Pengelolan Barang Daerah yang
memberikan kerangka operasional tentang pengaturan,
Pengendalian dan kewenangan berkaitan dengan asset-asset
pemerintah daerah.

Secara umum Asset Daerah terkait dengan status
pengel olaannya dapat dibagi dalam 4 kriteriaantaralain :

a. Tanah-tanah bersertifikat / belum bersertifikat yang dikuasai
secara langsung oleh pemerintah kota seperti :

jalan, drainase, sungai

Taman

Tanah lapangan

Sarana Olah raga

Kuburan-kuburan

Tanah kosong dan TPA sampah
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b. Bangunan-bangunan yang dikuasai secara langsung oleh
Pemerintah Kota Surakarta :
¢ Gedung-gedung perkantoran
e SD tutup / tidak produktif
e Gedung pertemuan RW, Kelurahan
e Panti Asuhan

c. Tanah dan bangunan asset eks Departemen maupun
prospinsi yang belum jelas status kepemilikiannya, apakah
diserahkan kepada pemerintah Daerah atau tidak.

d. Tanah dan Bangunan eks swapraja yang belum jelas
pengel olaanya.

a. PERMASALAHAN

Masih adanya asset asset Pemerintah Daerah yang belum
teridentifikasi secara baik. Persebaran asset yang sangat
luas dan dalam jumlah yang banyak merupakan salah satu
permasalahan di dalam pegelolaan asset. Asset asset yang
tidak bergerak seperti tanah dan bangunan masih ada yang
belum dapat dikuasai secara baik oleh pemerintah daerah.
Perbedaan antara data dan realisasi di lapangan juga
merupakan bagian dari permasalahan ini. Penguasaan oleh
pihak-pihak lain secara illegal juga merupakan permasalahan
serius yang memerlukan penganan secara terkoordinasi lintas
stakeholder.

Belum optimalnya pemanfaatan asset pemeringah daerah.
Pemanfaatan asset pemerintah daerah baik yang dilakukan
oleh masyarakat maupun pemerintah daerah sendiri
diharapakan akan memberikan nilai tambah bagi peningkatan
kesgahteraan masyarakat secara umum.

Masih lemahnya pengamanan asset pemerintah daerah.
Dalam hal Pengamanan asset disamping menyangkut
permasalahan status kepemilikan secara sah dalam bentuk
sertifikat dan juga menyangkut permasalahan pengamanan
secara fisik seperti papan nama dan pemagaran, serta
pemanfaatan sementara secara jelas sebelum ada
perencanaan penggunaan lahan tersebut.
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C.

Masih belum jelasnya status asset asset pemerintah Pusat
maupun propinsi berkaitan dengan otonomi daerah.
Otonomi daerah yang membawa konsekuensi pelimpahan
kewenangan baik pemerintah Pusat maupun propinsi
termasuk didalamnya kewenangan pengelolaan asset-asset
sampai saat ini juga masih terjadi tarik ulur berbagai
kepentingan yang menghambat tuntasnya permasalahan ini.
Asset yang masih belum jelas status pengelolaannya seperti
tanah dan bangunan eks Departeman tanah dan bangunan
yang tadinya dikelola oleh propinsi dan belum dimanfaatkan
secara optimal.

SASARAN

1. Teridentifikasikannya asset asset pemerintah daerah
secara baik. Berbagai asset yang dimiliki oleh pemerintah
daerah selama ini masih perlu dikaji dan diidentifikasi
untuk memperjelas dan meningkatkan status penguasaan
asset sehingga ada kepastian hukum yang jelas atas asset-
asset pemerintah.

2. melindungi asset dari berbagai penguasaan diluar status
kepemilikan / penguasaan secara sah. Hal terkait dengan
semakin maraknya penguasaan berbagai asset khususnya
tanah secara tidak sah olen masyarakat yang dapat
menimbulkan / berpotensi menjadi konflik antar kelompok
masyarakat

3. mengoptimalkan pemanfaatan asset pemerintah daerah
baik untuk kepentingan publik yang sebaik-baiknya
melalui mekanisme yang jelas dan dapat
dipertanggungj awabkan.

4. meningkatkan manajemen pengelolaan asset yang baik
yang didukung dengan peralatan dan profesionalisem SDM
yang handal.

ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan pembangunan revitalisasi dan optimalisasi

pemanfaatan asset adalah :

1. melakukan revitalisasi dan optimalisasi pemanfaatan asset
daerah agar mampu memberikan nilai tambah peningkatan
kesejahteraan masyarakat secara umum agar mempu
memenuhi fungsi sosial, ekonomi dan peningkatan
pelayanan kepada masyarat
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2. meningkatkan manajemen pengelolaan asset secara
profesional yang didukung oleh sumberdaya manusia dan
peralatan / teknologi informasi dan komunikasi yang
handal yang mampu menyajikan secara akurat atas
informasi tentang asset asset pemerintah daerah

D. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN

1. PROGRAM INVETARISASI, IDENTIFIKASI DAN

PERUBAHAN STATUSHUKUM ASSET

Program ini bertujuan untuk melakukan inventarisasi,

identifikasi dan Perubahan status hukum Asset Daerah.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah :

a melakukan inventarisasi, identifikasi dan peningkatan
status hukum

b. melakukan pengkajian status status hukum atas asset
yang ada dalam rangka memperjelas penguasaan atas
asset

2. PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN DAN

PENGAMANAN ASSET DAERAH

Progam ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan
asset daerah sehingga mampu mmberikan manfaat yang
setinggi-tingginya dalam menunjang tujuan pembangunan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melakukan
pengamanan dari segala bentuk penguasaan pihak lain
secara tidak sah termasuk melakukan upaya hukum
dalam rangka mengamankannya.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah :

a. melakukan koordinasi pengkajian potensi ekonomi asset

dengan pihak terkait dan kemungkinan
pemanfaatannya agar lebih memiliki nilai ekonomi yang
tinggi;

b. melakukan kerjasama pengelolaan asset dengan pihak
lain dalam rangka pemanfaatan asset agar memberikan
nilai tambah ekonomi, sosial dan pelayanan kepada
Mmasyarakat

c. melakukan pengamanan asset baik secara fisik maupun
non fisik untuk melindungi dari penguasaan pihak lain
secaratidak sah;

d. melakukan upaya hukum dalam rangka pengamanan
terhadap asset yang telah dikuasai pihak lain secara
tidak sah.
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3. PROGRAM PENGEMBANGAN DATA BASE ASSET

DAERAH

Program ini bertujuan untuk mengembangkan sistem

informasi dan mana emen pengel olaan asset daerah.

Kegiatan yang dilakukan adalah :

a. mengembangkan sistem informasi dan manajemen
pengel ol aan asset

b. melakukan penilaian atas asset daerah

c. meningkatkan kualitas SDM pengelola asset dalam
rangka peningkatan kinerja.

Untuk mencapai sasaran kedua dari agenda pembangunan ini
yakni Peningkatan kualitas manusia secara keseluruhan
(peningkatan Indek IPM) ditempuh melalui prioritas
Pembangunan sebagai berikut :

8. PENINGKATAN AKSESMASYARAKAT KEPADA PELAYANAN
PENDIDIKAN BERKUALITAS

Bidang Pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah
sesuai amanat UUD 1945 yang menyatakan bahwa Pemerintah
Negara mengusahakan dan menyelenggarakan  sisten
pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan
ketagwaan kepada Tuhan yang Maha Esa serta akhlak mulia
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur
dengan Undang-undang. Sistem Pendidikan Nasional harus
mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan,
peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen
pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan
tuntutan perubahan kehidupan local, nasional dan global.
Sementara pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa
setiap orang berhak untuk mengembangkan diri melalui
pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan
pendidikan dan mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan
dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan
kesejahteraan umat manusia dan pasal 31 ayat (1)
mengamanatkan bawa setiap warga negara berhak
mendapatkan pendidikan.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas UU No. 32 tahun 2004
tentang Pemerintahan daerah mengamanatkan bahwa
penyelenggaraan pendidikan menjadi salah satu dari urusan
wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah. Dalam
rangka memenuhi kewajiban penyelenggaran pendidikan di
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daerah pemerintah kota Surakarta, menyusun program-
program selama 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan
permasalahan yang dihadapi khususnya di lingkungan
masyarakat kota Surakarta, dimana penyelenggaraan
pendidikan juga merupakan salah upaya untuk
penanggulangan kemiskinan, peningakatan keadilan dan
kesetaraan gender, pemahaman nilai-nilai budaya dan
multikulturalisme serta peningkatan keadailan social.

a. PERMASALAHAN

Permasalahan yang dihadapi di bidang pendidikan di kota
Surakarta antaralain adalah :

Masih relatif rendahnya tingkat pendidikan masyarakat.
Pada tahun 2003 walaupun Angka Partisipasi Kasar (APK)
SD/ MI cukup tinggi yaitu mencapai 96,13 % hanya sedikit
lebih rendah jika dibandingkan dengan APK Nasional pada
tahun yang sama yaitu 96,4 %, namum Angka Partisipasi
Murni (APM) baru sebesar 81,82 %. Sementara APK
SLTP/ MTs yang mencapai 105,26 % tetapi dukungan APM
hanya sebesar 77,43 %. Hal ini mengindikasikan belum
optimalnya penyelenggaraan pendidikan dasar karena masih
adanya ketidaksesuaian wusia murid dengan jenjang
pendidikan dan proses belajar mengajar yang belum efektif.
Sementara relatif tingginya APK dan APM pada tingkat
SMU/ SMK/ MA yang mencapai 135,89 % dan 101,12 %
mengindikasikan terjadinya penurunan kemampuan akses
ke pendidikan, yang harus mendapatkan perhatian dari
pemerintah daerah.

Masih rendahnya tingkat pendidikan keluarga miskin karena
alasan ekonomi. Pendidikan bagi keluarga miskin dinilai
terlalu mahal sehingga pendidikan bukanlah merupakan
prioritas utama bagi kelompok keluarga miskin. Menurut
hasil survey SUSENAS tahun 2003 mengungkapkan bahwa
factor ekonomi (75,7%) merupakan alasan utama anak
putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan. Dari
alasan factor ekonomi diatas 67 persen menyatakan karena
tidak memiliki kemampuan membiayai pendidikan dan 8,7
%o karena alasan harus bekerja (Iebih baik bekerja).

Adanya kesenjangan pelayanan pendidikan antar institusi
pendidikan dasar. Kegiatan ekstrakurikuler yang
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diselenggaran pada beberapa institusi pendidikan dasar
yang pada akhirnya memunculkan adanya istilah sekolah
favorit dengan berbagai iplikasinya, terutama berkaitan
dengan kebutuhan pembiayaan yang besar yang dibebankan
kepada orang tua murid sekolah favorit, mengakibatkan
munculnya kecemburuan sosial bagi institusi sekolah
lainnya beserta stakeholdernya. fenomena pendidikan dasar
dengan biaya tinggi, kesan sekolah dasar untuk kelompok
orang-orang tertentu dengan kemampuan ekonomi yang
menengah keatas dan lain sebagainya perlu mendapatkan
perhatian khusus bagi pemerintah daerah. Walaupun hal
semacam ini dalam pandangan tertentu masih dianggap
wajar karena persaingan yang semakin ketat, akan tetapi
untuk sebuah pendidikan dasar sebagaimana diamanatkan
dalam UU No 20 tahun 2003 dimana setiap warga negara
mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan
bermutu, hal ini bisa berdampak kurang kondusif.

Pembangunan pendidikan belum sepenuhnya dapat
meningkatkan kemampuan kewirausahaan. Hal inilah yang
menjadi kendala dalam system pendidikan nasional
berkaitan dengan kesiapan memasuki dunia kerja bagi para
lulusan. Kurangnya kesiapan kemampuan wirausaha
mengakibatkan pola orientasi kerja sebagai karyawan bagi
para lulusan sekolah lebih tinggi dibandingkan dengan
upaya menciptakan peluang usaha mandiri. Hal inilah yang
juga menjadi pertimbangan untuk perlunya mendorong
pengembangan pendidikan non formal dalam meningkatkan
ketrampilan dan kemampuan kewirausahaan.

Masih rendahnya kemampuan anggaran pemerintah daerah.
Fenomen ini memang dipandang delematis, disatu sisi tidak
mungkin pemerintah daerah dengan kemampuan keuangan
yang terbatas arus membiayai sepenuhnya penyelenggaraan
pendidikan dasar, dipihak lain menyatakan bahwa itulah
amanat UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 yang harus
dipenuhi khususnya oleh pemerintah daerah dalam rangka
penyelenggaraan pendidikan dasar. Fenomena Pemerintah
Daerah harus mengalokasikan minimal 20 % dari APBD
untuk penyelenggaraan sector pendidikan. Sementara dalam
pasal lain menyatakan (pasal 11 ayat (2 )) bahwa

“Pemerintah dan Pemerintah daerah wajib menjamin
tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi
warga negara yang berusia tujuh dampai dengan lima belas
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tahun”. Hal ini merupakan tantangan yang berat bagi
pemerintah daerah khususnya di Surakarta dalam upaya
memenuhi amanat undang-undang. Tantangan ini
memerlukan berbagai kebijakan yang strategis untuk
mewujudkannya.

b. SASARAN

1. Semakin meningkatnya APK, APM dan APS dari berbagai
jenjang pendidikan;

2. Meningkatnya kualitas pendidikan dasar dan menengah;

3. Meningkatnyarelevansi pendidikan dengan tingkat
kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja;

4. meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen
pelayanan pendidikan;

5. Meningkatnya kualitas/ kompetensi pendidik dan
tenanga kependidikan.

c. ARAH KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan sasaran diatas arah Kkebijakan
peningkatan akses kepada pendidikan bekualitas adalah
sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan wajib belajar Pendidikan dasar
sembilan tahun untuk mewujudkan pemerataan
pendidikan dasar yang bermutu di seluruh wilayah kota
Surakarta, melalui optimalisasi pendidikan di jalur
pendidikan formal, non formal dan informal seperti
sekolah terbuka, Kejar Paket A / B / C dan ujian
persamaan.

2. Meningkatkan perluasan pendidikan anak wusia dini
dalam rangka membina, menumbuhkembangkan seluruh
potensi anak usia dini secara optimal agar memiliki
kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan
selanjutnya.

3. Menurunnya kesejangan partisipasi pendidikan antar
kelompok masyarakat dengan memberikan akses yang
lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini
masih kurang terjangkau oleh pelayanan pendidikan
seperti dari keluarga miskin dan kelompok masyarakat
dari wilayah yang masih relatif tertinggal.

4. Meningkatkan pemerataan mutu pendidikan dasar
melalui pembinaan institusi pendidikan dasar secara adil
dan merata.
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5.

Meningakatkan perluasan dan pemerataan pendidikan
jalur formal maupun non formal baik sekolah umum
maupun kejuruan dalam rangka meningkatkan relevansi
pendidikan menengah dengan kebutuhan tenaga kerja.
Memantapkan pendidikan budi pekerti dalam rangka
pembinaan akhlak mulia termasuk etika dan estetika
sejak dini di kalangan peserta didik, dan pengembangan
wawasan budaya dan lingkungan hidup.

meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidik dan
tenaga kependidikan lainnya dengan mempertimbangkan
peningkatan jumlah peserta didik dan, meningkatkan
kompetensi dan komitmen dalam melaksanakan tugas.
meningkatkan peran serta masyarakat dalam
pembangunan pendidikan termasuk dalam pembiayaan
pendidikan, penyelenggaraan pendidikan berbasis
masyarakat serta dalam peningkatan mutu layanan
pendidikan meliputi perencanaan, pengawasan dan
evaluas program pendidikan.

meningkatkan penelitian dan pengembangan pendidikan
untuk penyusunan kebijakan program dan kegiatan
pembangunan pendidikan dalam rangka meningkatkan
kualitas, jangkauan dan kesetaraan pelayanan,
efektivitas dan efisiensi manajemen pendidikan termasuk
untuk mendukung upaya mensuksseskan wajib belajar
Pendidikan dasar sembilan tahun yang bermutu.

d. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN

1. PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Program ini bertujuan agar semua anak usia dini
memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang optimal
sesuai dengan potensi yang dimiliki dan tahap tahan
perkembangan atau tingkat usai mereka dan merupakan
persiapan untuk mengikuti pendidikan jenjang sekolah
dasar. Program ini meliputi seluruh kegiatan pelayanan
pendidikan baik jalur formal, nonformal maupun informal
dalam rangka menbina kesiapan anak untuk memasuki
jenjang pendidikan selanjtnya.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah :

1. Peningkatan/Penyediaan sarana prasarana pendidikan
melalui optimaliasi pemanfaatan fasilitas-fasilitas yang
ada, dukungan, peningkatan mutu pendidik dan

Bab 4 - 114



RPJM-Kota Surakarta 2005-2010

tenaga kependidikan, penyediaan biaya operasional
pendidikan serta mendorong partisipasi masyarakat
dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan anak
usiadini (PAUD)

2. Pengembangan kurikulum dan bahan ajar yang
bermutu serta partisan model-model pembelajaran
PAUD, yang mengacu pada tahap tahap
perkembangan anak, ilmu pengetahuan teknologi,
budaya dan seni

3. peningkatan pemahaman mengenai pentingnya
pendidikan PAUD kepada orang tua, masyarkat
sebagai upaya membantu tumbuh kembangnya
jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan lebih
lanjut.

4. pengembangan kebijakan, melalkuan perencanaan,
monitoring, evaluasi dan pengawaan pelaksanaan
pembangunan pendidikan anak usia dini sejalan
dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas,
partisipasi dan demokratisasi.

2. PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN SEMBILAN
TAHUN

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan
pemerataan pelayanan pendidikan dasar yang bermutu
dan terjangkau baik melalui jalur formal, maupun non
formal yang mencakup SD termasuk SDLB, M1, dan Paket
A serta SMP, NTs dan Paket B untuk anak usia7 — 15
Program Wajib Belajar Pendidikan sembilan tahun ini
dititik beratkan pada (1) peningkatan pertisipasi anayang
belum mendapatkan pelayanan pendidikan dasar
terutama melalui penjaringan anak-anak yang belum
pernah sekolah pada jenjang SD termasuk
SDLB/ MI/ paket A dan peningkatan angka melajutkan
lulusan SD (SDLB/ M1/ Paket A) ke jenjang
SMP/ MTs/ Paket B atau bentuk lain yang sederajat. (2)
mempertahankan kinerja pendidikan yang telah dicapai
terutama dengan menurunkan angka putus sekolah dan
angka mengulang kelas, serta dengan meningkatakan
kualitas pendidikan dan (3) penyediaan tambahan
layanan pendidikan bagi anak anak yang tidak dapat
mel anjutkan ke jenjang pendidikan menengah.

Bab 4 - 115



RPJM-Kota Surakarta 2005-2010

Kegiatan Pokok yang dilakukan antaralain :

1.

Peningkatan / penyediaan sarana dan prasarana
pendidikan berkualitas termasuk termasuk
laboratorium, perpustakaan buku pelajaran dan
paralatan peraga pendidikan yang didukung dengan
pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas /
memiliki kompetensi dalam mal aksanakan tugasnya.
Penyediaan berbagai alternatif layanan pendidikan
dasar baik melalui jalur formal maupun non formal
untuk memenuhi kebutuhan, kondisi dan potensi
anak termasuk anak anak dari keluarga miskin dan
dari wilayah yang relatif tertinggal.

peningkatan upaya penarikan kembali anak-anak
putus sekolah jenjang SD/MI/ Paket A dan
SMP/ MTs/ Paket B dan Ilulusan SD vyang tidak
melanjutkan ke dalam system pendidikan serta
mengoptimalkan upaya menurunkan angka putus
sekolah (tanpa diskriminasi gender) melalui antara
lain system pendidikan berbasis masyarakat,
menyediakan bantuan biaya pendidikan baik dalam
bentuk beasiswa atau voucher pendidikan.
Penembangan kurikulum local yang disesuaikan
dengan perkembangan Iimu pengetahuan , teknologi,
budaya dan seni termasuk pendidikan kecakapan
hidup sesuai dengan kebutuhan peserta didik,
masyarakat dan industri serta kecakapan untuk hidup
dalam masyarakat yang majemuk dan dasar-dasar
kecakapan vokasi sesual tuntutan masyarakat.
penyediaan materi, buku pelajaran, buku bacaan dan
buku ilmu pengetahuan dan teknologi serta materi
pelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi
termasuk internet dan alam sekut guna meningkatkan
pemahan perserta didik terhadp ilmu pengetahuan
yang dipelgari

Pembinaan minat, bakat dan kreativitas peserta didik
dengan memberi perhatian pada anak yang memiliki
kecerdasan dan bakat istimnewa.

Penerapan managjeman berbasia sekolah yang memberi
wewenang dan tanggungjawab pada satuan
pendidikan untuk mengelola sumberdaya yang
dimiliki dalam mengembangkan institusinya dan
meningkatkan relevansi pembelajaran dengan
lingkungan setempat,
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8. Penyediaan informasi pendidikan yang memadai yang
memungkinkan masyarakat untuk memilih
pendidikan sesuai kualitas yang diinginkan

9. Peningkatan partisipasi masyarakat baik dalam
penyelenggaraan, pembiayaan maupun dalam
pengelolaan pembangunan pendidikan dasar dan
peningkatan  pemahaman  masyarakt mengenai
pentinnya pendidikan dasar bagi anak anak baik laki-
laki maupun perempuan.

10. Pengembanan kebnijakan, melakukan perencnaan,
monitoring evaluasi dan pengawan pelaksanaan
pembangunan dasar sejalan dengan prinsip-prinip
transparansi, akuntabulisasi, partisipadi damn
demokrasi.

3. PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH

Program ini bertujuan meningkatkan akses dan
pemerataan pelayanan pendidikan menengah yang
bermutu dan terjangkau bagi penduduk baik laki-laki
maupun perempuan melalui jalur pendidikan formal
maupun non formal yang mencakup SMA, SMK, MA dan
Paket C. Program pendidikan menengah didorong untuk
mengantisipasi meningkatnya lulusan sekolah menengah
pertama sebagai hasil program wajib belajar pendidikan
dasar sembilan tahun, serta penguatan pendidikan
vokasional baik melalui sekolah / madrasah umum
maupun kejuruan dan pendidikan non formal guna
mempersiapkan lulusan yang tidak melanjutkan ke
jenjang pendidikan tinggi untuk masuk dunia kerja.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan :

1. Peningkatan / penyediaan sarana dan prasarana
pendidikan berkualitas termasuk termasuk
laboratorium, perpustakaan buku pelajaran dan
paralatan peraga pendidikan yang didukung dengan
pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas /
memiliki kompetensi dalam mal aksanakan tugasnya.

2. Penyediaan berbagai alternatif layanan pendidikan
menengah baik melalui jalur formal maupun non
formal untuk memenuhi kebutuhan, penduduk dari
keluarga miskin dan dari wilayah yang relatif
tertinggal .
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3. Pengembangan kurikulum local yang disesuaikan
dengan perkembangan lImu pengetahuan , teknologi,
budaya dan seni termasuk pendidikan kecakapan
hidup sesuai dengan kebutuhan peserta didik,
masyarakat dan industri serta kecakapan untuk hidup
dalam masyarakat yang majemuk dan dasar-dasar
kecakapan vokasi sesuai tuntutan masyarakat.

4. Penataan bidang keahlian pada pendidikan menengah
kejurua yang disesuai kan dengan kebutuhan |apangan
kerja yang didukung oleh upaya meningkatkian
kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri
dalam dan luar negeri.

5. penyediaan materi, buku pelajaran, buku bacaan dan
buku ilmu pengetahuan dan teknologi serta materi
pelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi
termasuk internet dan alam sekut guna meningkatkan
pemahan perserta didik terhadp ilmu pengetahuan
yang dipelgari

6. Penerapan manaeman berbasis sekolah yang memberi
wewenang dan tanggungjawab pada satuan
pendidikan untuk mengelola sumberdaya yang
dimiliki dalam mengembangkan institusinya dan
meningkatkan relevansi pembelajaran dengan
lingkungan setempat,

7. Penyediaan informasi pendidikan yang memadai yang
memungkinkan masyarakat untuk memilih
pendidikan sesuai kualitas yang diinginkan

8. Peningkatan partisipasi masyarakat baik dalam
penyelenggaraan, pembiayaan maupun dalam
pengelolaan pembangunan pendidikan dasardan
peningkatan pemahaman masyarakt mengenai
pentinnya pendidikan dasar bagi anak anak baik laki-
laki maupun perempuan.

9. Pengembanan kebijakan, melakukan perencanaan,
monitoring evaluasi dan pengawan pelaksanaan
pembangunan dasar sejalan dengan prinsip-prinsip
transparansi, akuntabulisasi, partisipasi dan
demokrasi.

4. PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL
Program ini bertujuan untuk memberikan palayanan

pendidikan baik untuk laki-laki maupun perempuan
sebagai pengganti, penambah dan atau pelengkap
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pendidikan formal guna mengembangkaan potensi
peserta didik dengan penekanan pada pauguasaan
pengetahuan dan ketrampilan fungsional dalam rangka
mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan non
formal meliputi pendidikan keaksaraan, pendidikan
kesetaraan untuk penduduk dewasi, p[endidikan
keluarga, pendidikan ktramnpilan dan pelatihan kerja,
serta pendidikan lain yang ditujuan untuk
mengembangkan kemampuan peserta didik secara lebih
luas dan bervariasi.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah :

1. Penguatan satuan satuan pendidikan non formal yang
meliputi lembaga kursus, kelompok belajar, pusat
kegiatan belajar masyarakat, serta satuan pendidikan
yang sejenis sesuai dengan kewenganan pemerintah
daerah.

2. Peningkatan intensifikasi perluasan akses dan
kualitas penyelenggaraan pendidikan keaksaraan
fungsional bagi penduduk buta aksara tanpa
diskriminasi gender.

3. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan
termasuk pendidik dan tenaga kependidikan lainnya
yang bermutu secara memadai serta menumbuhkan
partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan
pendidikan non formal

4. Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model-
model pembelajaran pendidikan non formal yang
mengacu kepada standar nasional sesuai dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
budaya dan seni termasuk model kecakapan hidup
dan ketrampilan bermatapencaharian;

5. penyediaan materi pendidikan, media pengajaran dan
teknologi pendidikan termasuk peralatan peraga
pendidikan, buku pelajaran dan buku bacaan serta
materi pelajaran yang memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi;

6. Penyediaan biaya operasional pendidikan dan atau
subsidi/ hibah dalam bentuk blockgrand atau imbal
swadaya bagai satuan pendidikan non formal
termasuk beasisea bagi keluarga yang tidak mampu.

7. Pemberian kesempatan pelaksanaan pendidikan
informal yagn dilakukan oleh keluarga dan lingkungan
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dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri dan

kelompok
8. Penyedian informasi pendidikan yang memadai yang
memungkinkan masyarakat untuk memilih

pendidikan non formal sesuai dengan minat, potensi
dan kebutuhan

9. Peninkatan pengendalian pelaksanaan pendidikan
kesetaraan untuk menjamin relevansi dan kesetaraan
kualitasnya dengan pendidikan formal

10. Pengembangan kebijakan melakukan perencanaan,
monitoring, evalusi dan pelaksanaan pembangunan
pendidikan non formal sejalandengan prinsip-prinsip
transparansi, partisipasi dan demokratisasi

5. PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN

Program ini bertujuan untuk (1) meningkatan kecukupan
jumlah, kaulitas, kdan profesionelisme pendidik baik laki-
laki maupun perempuan pada satuan pendidikan formal
dan non formal, negeri maupun swasta untuk dapat
merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran
dengan  menciptakan suasana pendidikan  yang
bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dialogis,
menilai hasil pembelajaran dan melakukan
pembimbingan dan pelatihan, melakukan penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat, serta mempunyai

komitmen secara professional dalam rangka
meningkatkan mutu pendidikan dan (2) meningkatkan
kecukupan jumlah, kualitas, kompetensi dan

profesionalisme tenaga kependidikan untuk mampu
melaksanakan administrasi pengelolaan, pengembangan,
pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang
proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antaralain meliputi :

1. Peningkatan ratio pelayanan pendidik dan tenaga
kependidikan melalui pengangkatan, penempatan dan
penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan
termasuk tutor pendidikan non formal purna waktu
secara lebih adil didasarkan pada ketepatan kualitas,
jumlah dan lokasi

2. Peningkatan kualitas layanan pendidik dengan
melakukan pendidikan dan latihan agar memiliki
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kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan
jenjang kewenangan mengajar, pengembangan system
standarisasi dan  sertifikasi  profesi  pendidik,
penerapan standar profesionalisme dan system
pemantauan kinerja pendidik dan tenaga
kependidikan yang berbasis kinerja kelas sekolah atau
satuan pendidikan lainnya

3. Peningaktan kesejahteraan dan perlindungan hukum
bagi pendidik dan tenaga kependidikan dengen
mengembangkan system remunerasi dan jaminan
kesejahteraan social yang pantas dan memadai,
pemberian penghargaan sesuai dengan tugas dan
prestasi kerja, serta perlindungan hukum dalam
melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan
itelektual

6. PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN

Program pendidikan kedinasan bertujuan untuk
meningkatkan kemampuan, ketramnpilan dan
profesionalisme pegawai dan calon pegawai negeri
khususnya di kota Surakarta dalam pelaksanaan tugas
yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan profesi.
Kegiatan pokok yang dilaksanakan antaralain meliputi :
1. Pelaksanaan evaluasi pendidikan kedinasan terhadap
kebutuan tenaga kerja kedinasan dalam rangka
meningaktkan efisiensi dan efektivitas
penyel enggaraan pendidikan kedinasan dan
2. pengembangan standar pendidikan kedunasan sesuai
standar profesi

7. PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN
PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

Program ini bertujuan untuk mengembangkan budaya
baca, bahasa, sastra Indonesia dan daerah dalam
masyarakat termasuk peserta didik dan masyarakat
umum guna membangun masyarakat berpengetahuan,
ber budaya, maju dan mandiri.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antaralain meliputi :
1. Perluasan dan peningkatan kualitas perpustakaan
melaui : (@) penambahan dan pemeliharaan koleksi
perpustakaan dan taman bacaan masyarakat; (b)
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pengadaan sarana dan prasarana revitalisasi
perpustakaan keliling dan perpustakaan masyarakat;
(c) mendorong tumbuhnya perpustakaan masyarakat
dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di
masyarakat; (d) peningkatan peran serta masyarakat
termasuk lembaga swadaya masyarakat dan dunia
usaha dalam menyediakan fasilitas membaca
termasuk buku-buku bacaan sebagai sarana belajar
sepanjang hayat; (e) peningkatan kemampuan
pengel olaan perpustakaan termsuk perpustakaan yang
berada di dalam satuan pendidikan melalui
pendidikan dan latihan; (f) peningkatan diversifikasi
fungsi perpustakaan untuk mewujudkan
perpustakaan sebagai tempat yang menarik, terutama
bagi anak dan remaja untuk belajar mengembangkan
kreativitas dan (g) pemberdayaan tenaga pelayanan
perpustakaan dengan mengembangkan jabatan
fungsional pustakawan

2. Pembinaan dan pengembangan bahasa untuk
mendukung berkembanya budaya ilmiah, kreasi
sastra dan seni;

3. Peningkatan penggunaan teknologi informasi dan
komunikasi untuk memperluas akses msyarakat
terhadap bahan bacaan yang bermutu secara tepat
waktu;

4. Peningkatan fasilitas penulisan, penerbitan dan
penyebarluasan buku bacaan dan

5. peningkatan Intensitas pelaksanaan kampanye dan
promosi budaya baca melalui media informsi dan
komunikasi

8. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN

Program ini bertujuan untuk meningkatan intensitas dan
kualitas penelitian dan pengembangan pendidikan guna
mendukung perumusan kebijakan dalam memecahkan
permasalahan / kendala penyelengaraan pembangunan
pendidikan.
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9. PENINGKATAN AKSESMASYARAKAT KEPADA PELAYANAN
KESEHATAN BEKUALITAS

Pembangunan kesehatan merupakan upaya memenuhi salah
satu hak dasar rakyat yaitu hak untuk memperoleh pelayanan
kesehatan sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 H
ayat (1) dan Undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang
kesehatan. Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai
suatu invenstasi untuk peningkatan kualitas sumber daya
manusia, yang antara lain diukur dengan Indek pembanguan
Manusia (IPM). Dalam pengukuran IPM, kesehatan adalah salah
satu komponen utama selain pendidikan dan pendapatan.
Kesehatan juga merupakan investasi untuk mendukung
pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam
upaya penanggulanan kemiskinan. Dalam pelaksanaan
pembangunan kesehatan dibutuhkan perubahan cara pandang
(mindset) dari para paradigma sakit ke paradigma sehat, sejalan
dengan visi Indonesia sehata tahun 2010

Pembangunan kesehatan di Surakarta secara umum telah
mengalami peningkatan yang cukup baik yang ditandai dengan
indikator derajat kesehatan antara lain angka kematian bayi dan
angka kematian balita, angka kematian ibu melahirkan, umur
harapan hidup, dan status gizi. Indikator Perilaku sehat antara
lain prosentase pelaksanaan PHBS, Posyandu Purnama dan
Mandiri, Penyalahgunaan NAPZA, keluarga bebas rokok,
penggunaan sarana kesehatan dan prosesntase keluarga yang
telindungi JPKM/ dana sehat atau askes lain. Indikator indicator
lainnya adalah Pelayanan kesehatan, Kenerja sector Kesehatan
dan sector-sektor terkait.

Pada tahun 2003 berdasarkan data yang ada di Surakarta dalam
Angka, angka kematian bayi (O-1th) adalah 3,79; angka kematian
balita 0,32; angka kematian ibu melahirkan sebesar 1,62;
Prosentase anak balita bergizi buruk 3,442 %, sementara
prosentase penderita GAKY di kecamatan endemic adalah 0 %
dengan prevalensi penderita GAKY pada anak sekolah sebesar
0,69 %.

a. PERMASALAHAN

Derajat Kesehatan, Terjadi kenaikan angka kematian bayi
menjadi 4,02 perkelahiran hidup yang mana hal ini dirasakan
cukup tinggi karena angka kematian bayi di jawa tengah
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adalah 3,7 perkelahiran hidup. Kejadian KEP pada balita
masih tinggi yaitu 1,15 % sementara angka di Jawa Tengah
adalah 0,3 %, incident rate DBD adalah 6,9 per 10.000
penduduk yang sementisnya kurang dari 2,5 per 10.000
penduduk sesuai dengan standar Nasional, cakupan temuan
penderita penyakit TB paru baru mencapai 23 % yang
semestinya 70 % dari (Jumlah penduduk x 130/100.000),
disamping itu belum semua bayi mendapatkan imunisasi
lengkap yaitu baru kurang lebih 97 %o.

Masih adanya Perilaku masyarakat yang kurang
mendukung pola hidup bersih dan sehat. Perilaku hidup
bersih dan sehat merupakan salah satu faktor penting untuk
mendukung peningkatan status kesehatan penduduk.
Perilaku masyarakat yang tidak sehat antara lain dari
kebiasaan merokok, rendahnya pemberian ASI ekslusif, serta
kecenderungan meningkatnya jumlah penderita HIV/ AIDS,
penderita penyalahgunaan narkotika, zat aditif (NAPZA). Pada
tahu 2003 jumlah keluarga bebas rokok baru mencapai 29,07
%, Pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0 — 4 bln baru
mencapai 42,52 %. Kasus penderita HIV/ AIDS dan penyalah
gunaan NAPZA perlu mendapatkan perhatian dan antisipasi
yang baik untuk menghindari penyebarluasannya.

M asih rendahnya kondisi kesehatan lingkungan. Salah satu
faktor penting yang berpengaruh terhadap derajat kesehatan
adalah kondisi lingkungan, yang tercermin antara lain akses
masyarakat kepada sumber air bersih dan sanitasi dasar.
Pada tahun 2003 jumlah keluarga yang memiliki persediaan
air bersih baru sebesar 68,11 % dan keluarga yang memiliki
saluran pembuangan air limbah (SPAL) sebasar 71,52 9%,
Keluarga yang memiliki jamban keluarga baru mencapai
72,25 %

Masih perlu ditingkatkannya  kualitas pelayanan
kesehatan. Pada tahun 2003 ratio sarana kesehatan dasar
terhadap penduduk sebesar 12,1 %; Jumlah sarana rujukan
kesehatan bagi penduduk baru sebesar 21 unit atau baru
mencapai 0,38 % dari jumlah penduduk. Bayi yang
mendapatkan imunisasi lengkat sebesar 97,45 %o.

Masih rendahnya kinerja sektor kesehatan. Hal ini dapat

dilihat dari masih rendahnya ratio tenaga medis yaitu 0,81
per 10.000 penduduk, Ratio perawat dan Bidang sebesar 2,56
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per 10.000 penduduk. Ratio tenaga kesehatan masyarakat
0.04 per 10.000 penduduk, tenaga ahli gizi 0,09 per 10.000
penduduk, ratio tenanga farmasi sebesar 0,54 per 10.000
penduduk, ratio tenaga sanitasi 0,31 per 10.000 penduduk.
Sarana kesehatan swasta yang memiliki ijin baru mencapai
34 %.

b. SASARAN

Sasaran pembangunan kesehatan di kota Surakarta adalah :

1. Meningkatnya deraat kesehatan masyarakat secara umum

2. Semakin meningkatnya perbaikan gizi masyarakat;

3. Meningkatnya kualitas menejemen pelayanan kesehatan
dan SDM di bidang kesehatan

4. Meningknya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
kesehatan

c. ARAH KEBIJAKAN

d.

Untuk mencapai sasaran tersebut, kebijakan pembangunan

keshatan terutama diarahkan kepada :

1. Pengembangan menejemen kesehatan dengan focus
peningkatan kualitas SDM, sarana prasarana dan sistem
informasi kesehatan

2. Menjamin kemitraan dan mendorong  partisipasi
masyarakat dalam pembangunan kesehatan

3. Peningkatan upaya kesehatan dengan mengutamakan
upaya promotif dan preventif yang didukung oleh upaya
kuratif dan rehabilitatif;

4. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang bermutu,
merata dan terjangkau

5. Pemeliharaan kesehatan individu, keluarga  dan
masyarakat dengan membudayakan pradigma sehat

PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN

1. PROGRAM PENINGKATAN MENEJEMEN PELAYANAN
KESEHATAN
Tujuan program ini adalah untuk mengembangkan
kebijakan dan menejemen pelayanan kesehatan dalam
rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan
kesehatan kota
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Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan :

a. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengelolaan,
pengawasan dan evaluasi Pembangunan kesehatan

b. Pengembangan system informasi kesehatan termasuk
didalamya adalah pengembangan media promosi
kesehatan, teknologi komunikasi, informasi dan
edukas (KIE);

c. Pengembangan system kesehatan kota khususnya
pengembangan keterpaduan pel ayanan kesehatan;

d. Pengembangan dana jaminan kesehatan;

2. PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN
Program ini bertujuan untuk meningkatkan mutu, jumlah
dan penyebarannya sesuai dengan kebutuhan
pembangunan kesehatan kota
Kegiatan yang dil aksanakan :

a. Perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan;

b. Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme tenaga
kesehatan;

c. Pembinaan tenaga kesehatan, termasuk pengembangan
karier tenaga kesehatan;

d. Pemenuhan standar kompetensi profesi kesehatan

3. PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT
Program ini  bertujuan untuk meningkatkan dan
mempertahankan hasil hasil pembangunan kesehatan
khususnya  berkaitan dengan derajat kesehatan
Mmasyarakat
Kegiatan yang dilaksanakan :

a. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat terutama
penduduk miskin melalui peningkatan peran
puskesmas dan jaringannya

b. Peningkatan kesadaran gizi keluarga terutama bagi ibu
hamil, bayi dan balita

c. Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia
gisi besi, GAKY, vitamin A, dan gizi mikro lainnya

d. Penanggulangan gizi lebih

e. Peningkatan surveilens gizi

f. Pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan
keluarga sadar gizi
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4. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYAKIT
Tujuan dari program ini adalah untuk menurunkan angka
kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit
menular maupun penyakit tidak menular.
Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah :
Pencegahan dan penanggulangan factor resiko;
Peningkatan imunisasi;
Penemuan dan tata |aksana penderita;
Peningkatan surveilens epidemiologi dan
penanggulangan wabah penyakit;
Peningkatan KIE dalam rangka pencegahan dan
pemberantasan penyakit

Qoo

M

5. PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Program ini ditujukan untuk menjamin terpenuhinya
persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan/kasiat
produk terapetik/ obat, perbekalan kesehatan rumah
tangga, obat-obat tradisional, kosmetika, produk-produk
komplemen dalam rangka pelindungan
konsumen/masyarakat

Kegiatan pokok yang dilakukan antaralian :

a. Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan
berbahaya;

b. Peningkatan pengawasan penyalahgunaan narkotika,
psikotropika, zat aditif (NAPZA);

c. Peningkatan pengawasan mutu, kasiat dan keamanan
produk terapetik/ obat, perbekalan kesehatan rumah
tangga, obat tradisional, suplemen makanan, dan
produk kosmentika;

d. Penguatan kapasitas laboratorium pengawasan obat
dan makanan

6. PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT
Program ini ditujukan untuk mewujudkan mutu
lingkungan hidup yang sehat.

Kegiatan pokok yang dilakukan dalam program ini

a. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar

b. Pemeliharaan dan pengawasan kualitas lingkungan
c. Penanganan dampak resiko pencemaran lingkungan
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10. PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KELUARGA KECIL
BERKUALITASDAN KEOLAHRAGAAN

Permasalahan kependudukan termasuk di dalamnya
peningkatan kualitas penduduk merupakan isu strategis
dalam pembangunan sumberdaya manusia. Eksistensi dan
keberadaan suatu negara akan sangat ditentukan oleh
seberapa besar kualitas sumber daya manusianya.
Penyelenggaraan pembangunan kependudukan ini antara
lain meliputi hal hal yang berkenaan dengan pengendalian
pertumbuhan penduduk dan keluarga berencana dalam
rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Dalam
rangka menunjang penyelenggaraan pembangunan
kependudukan ini terkait erat dengan aspek aspek penataan
administrasi kependudukan. Berkaitan dengan hal ini
peningkatan kualitas administrasi kependudukan akan
sangat mendukung terwujudnya tujuan pembangunan
kependudukan. Khusus berkaitan dengan pembangunan
kepemudaan, yang merupakan harapan masa depan negara
dan bangsa harus mendapatkan perhatian yang serius
utamanya berkaitan dengan pembinaan moralitas dan
intelektualitas. Katahanan fisik dan mental serta
peningkatan ketrampilan para pemuda dikembangkan
melalui pembinaan aspek-aspek kesehatan, keolahragaan
dan pengembangan bakat.

a. PERMASALAHAN

Laju pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk
dipengaruhi oleh tingkat kelahiran, kematian,
perpindahan dan banyaknya pendatang yang masuk.
Sebagai gambaran jumlah penduduk tahun 1999
sebanyak 546.469 jiwa sedangkan tahun 2003 sebanyak
555.630 jiwa. Atau lgu pertumbuhan penduduk rata-rata
dari tahun 1999 s/d 2003 sebesar 0.41 % per tahun.
Walaupun laju pertumbuhan penduduk ini jauh dibawah
laju pertumbuhan penduduk nasional sebesar 1,49 %
pertahun, akan tetapi penurunan ini dimulai sejak
setelah terjadinya krisis yaitu tahun 1998 sampai dengan
tahun 2001 dan meningkat kembali setelah memasuki
tahun 2002. Disamping jumlah penduduk yang berusia
antara 15 s/d 29 tahun yang jumlahnya sebanyak
140.717 jiwa atau kurang lebih 29 % pada tahun 2003
akan berpotensi cukup besar di dalam peningkatan
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jumlah kelahiran. Perkembangn perekonomian kota yang
secara fisik menunjukkan peningkatan yang cukup
signifikan akan mempengaruhi tingginya tingkat
pendatang. Hal ini memerlukan antisapasi yang baik agar
tidak menimbulkan permasalahan kependudukan yang
serius selama lima tahun kedepan.

Masih rendahnya kesadaran pasangan usia subur dan
remaja tentang hak dan kesehatan reproduksi.
Berdasarkan data dari BKKBN Surakarta pada tahun
2003 dari pasangan usia subur yang ada hanya sekitar
54,1 % yang menggunakan alat kontrasepsi sebagai
upaya mengendalikan kelahiran. Belum terindikasinya
PUS yang sebenarnya tidak ingin atau menghendaki
untuk menunda  kelahiran akan tetapi tidak
menggunakan alat kontrasepsi yang beresiko terjadinya
kehamilan/ kelahiran yang tidak dikehendaki, yang
memiliki implikasi social ekonomi yang cukup tinggi.
Pendidikan tentang hak-hak dan kesehatan reproduksi
bagi para remaja juga merupakan permasalahan yang
serius berkaitan dengan persiapannya memasuki usia
perkawinan. Banyaknya tingkat kehamilan / kelahiran
pranikah juga merupakan permasalahan lain berkaitan
dengan pembangunan kependudukan di kota Surakarta.

Lemahnya ekonomi dan ketahanan keluarga. Kondisi ini
juga akan mempengaruhi kesehatan maupun proses
tumbuh kembang anak secara umum. Pada tahun 2003
jumlah keluarta Pra KS dan KS | sebanyak 42.676
keluarga dimana 28.372 keluarga atau 66,5 % karena
alasan ekonomi. Kemiskinan menjadikan mereka relatif
tidak memiliki akses dan Dbersifat pasif dalam
berpartisipasi untuk meningkatkan kualitas diri dan
keluarganya, yang pada gilirannya akan semakin
memperburuk keadaan social ekonominya. Demikian
pula tingkat partisipasi masyarakat terhadap
pembentukan ketahanan keluarga, terutama pembinaan
tumbuh kembang anak yang masih relatif rendah. Hal ini
secara  keseluruhan akan sangat menghambat
terwujudnya keluarga kecil yang berkualitas.

Terjadinya penurunan kapasitas kelambagaan / institusi

pelaksana Keluarga Berencana. Hal ini merupakan
konsekuensi dari UU No. 22/1999 vyang telah
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diperbaharui dengan UU No. 32/2004 tentang
Pemerintahan Daerah, dan telah dikeluarkannya Kepres
no. 9 tahun 2004 yang menyatakan bahwa sebagian
kewenangan di bidang keluarga berencana diserahkan
kepada Kabupaten /Kota. Dengan permasalahan ini
konsekuensi bagi pemerintah kota harus segera
menyesuaikan diri dalam rangka mengambil alaih tugas
penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Berencana.
Mengingat berbagai pertimbangan maka penggabungan
BKKBN dengan DKRPP merupakan konsekuensi yang

harus diambil, dan hal ini membawa implikasi
menurunnya kapasitas kelembangaan pelaksana
keluarga berencana.

Masih lemahnya system manajemen dan administrasi
kependudukan. Masih terjadinya banyak perbedaan
tentang informasi dan data tentang kependudukan
merupakan gambaran masih lemahnya  system
menejemen dan administrasi kependudukan.
Permasalahan ini akan sangat strategis ditinjau dari segi
penyediaan data dan informasi sebagai bahan
pengembilan kebijakan pembangunan kependudukan.

b. SASARAN

Sesuai dengan permasalahan yang dihadapi maka

sasaran pembangunan ini adalah :

1. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk kota dan
semakin meningkatnya keluarga  kecil yang
berkualitas.

2. Meningkatnya kualitas menejemen dan administrasi
pembaungunan kependudukan

3. Meningkatnya kualitas kepemudaan dan keolahragaan

c. ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan sasaran diatas maka penyelenggaraan
pembangunan kependudukan, keluarga kecil berkualitas
dan keolahragaan diarahkan kepada :

1. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan
meningkatkan jumlah keluarga kecil yang berkualitas.
Pengendalian tingkat pertumbuhan penduduk
khususnya yang berkaitan dengan tingkat kelahiran
dilakukan melelui peningkatan akses dan kualitas
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pelayanan keluarga berencana, informasi, edukasi bagi
pasangan usia subur tentang hak-hak reproduksi dan
kesehatan reproduksi. Meningkatkan kualitas
kesehatan reproduksi remaja dalam rangka
mempersiapkan untuk memasuki kehidupan keluarga
yang baik dan berkualitas. Meningkatkan kemampuan
keluarga dalam rangka mendukung tumbuh kembang
anak khususnya bari keluarga pra KS dan KS | serta
memperkuat kel embagaan pelayanan KB.

2. Meningkatkan kualitas menejemen dan administrasi
kependudukan. Kebijakan ini khususnya diarahkan
kepada semakin meningkatnya kualitas data dan
informasi kependudukan dalam mendukung
peningkatan kaulitas kebijakan kependudukan
terutama peningkatan kualitas pelayanan publik
seperti penyelenggaran registrasi kependudukan.

3. Meningkatkan kualitas kepemudaan dan
keolahragaan. Peningkatan kualitas kepedadaan
ditempuh melalui peningkatan kualitas kelembagaan
pemuda, peningaktan kesempatan untuk memproleh
pendidikan dan ketrampilan sesuai dengan minat dan
bakatnya, peningkatan peran serta pemuda dalam
pembangunan social, keagamaan, budaya, politik, dan
ekonomi, melindungi para pemuda dari bahaya
penyalagunaan NAPZA, minuman Kkeras, penularan
penyakit HIV/ AIDS dan penyakit seksual lainnya serta
mendorong peningkatan kewirausahaan pemuda.
Dalam hal keolahragaan ditempuh melalui
peningkatan kualitas menejemen keolahragaan
pemuda, peningkatan sarana dan prasarana olah raga,
pembinaan prestasi pemuda dan keolahragaan,
mengembangkan system penghargaan dan
peningkatan kesegjehateraan pemuda berpresatas.

d. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN

1. PROGRAM KELUARGA BERENCANA
Kegiatan pokok yang dilaksanakan
a. Pengembangan kebijakan pelayanan Keluarga
Berencana (KB), Komunikasi, informasi dan
Edukasi (KIE) dalam mendorong peran serta
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masyarakat tentang keluarga Berencana dan
Kesehatan Reproduksi

Peningkatan akses dan pelayanan KB dan
kesehatan reproduksi

Peningkatan penggunaan kontrasepsi yang
efektif dan efisien melalui penyediaan sarana
dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap
dan berjangka panjang yang lebih terjangkau
Penyediaan alat, obat dan cara kontrasepsi
dengan memprioritaskan keluarga miskin serta
kelompok rentan lainnya

Penyelenggaraan promosi dan pememuihan hak-
hak dan kesehatan reproduksi termasuk
advokasi, komunikasi, informasi edukasi dan
konseling

2. PROGRAM KESEHATAN REPRODUK SI REMAJA
a. Peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi

b.

remaja dan bagi remaja;

Penyelenggaraan promosi kesehatan reproduksi
remaj, pemahaman dan pencegahan HIV/ AIDS
dan Bahaya NAPZA, termasuk Advokasi,
komunikasi, informasi, edukasi dan konseling
bagi masyarakat, keluarga dan remaj a;
Penguatan dukungan dan partisipasi
masyarakat terhatap penyelenggaraan program
kesehatan reproduksi rema yang mandiri

3. PROGRAM KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN
KELUARGA

a. Pengembangan dan memantapkan ketahanan

b.

dan pemberdayaan keluarga;

Penyelenggaraan advokasi, KIE dan konseling
bagi keluarga tentang pola asuh dan tumbuh
kembang anak, kebutuhan dasar keluarga,
akses terhadap sumberdaya ekonomi dan
peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
Pengembangan pengetahuan dan ketrampilan
kewirausahaan melalui pelatihan teknis dan
manajemen usaha terutama bagi keluarga
miskin dan kelompok usaha peningkatan
pendapatan keluarga sgahtera (UPPKYS);
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d. Pengembangan cakupan dan kualitas UPPKS
melalui penyelenggaraan pendapingan / magang
bagi para kader/anggota kelompok UPPK S;

e. Pengembangan cakupan dan kualitas kelompok
bina keluarga bagi keluarga dengan balita,
remaja dan lanjut usia

4. PROGRAM PENGUATAN PELEMBAGAAN

KELUARGA KECIL BERKUALITAS

a. Pengembangan sistem pengelolaan dan
informasi termasuk personil, sarana dan
prasarana dalam memperkuat kelembagaan
keluarga kecil berkualitas;

b. Pengingkatan kemampuan tenaga lapangan dan
kemandirian kelembagaan KB yang berbasis
masyarakat, termasuk promosi kemandirian
dalam ber KB;

c. Pengelalaan data dan informasi keluarga
berbasis data mikro

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

KEOLAHRAGAAN
a. Pembinaan mana emen keolahragaan
b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

pembangunan olahraga
c. Pembinaan kemitraan dan kewirausahaan
untuk pengembangan industri olahraga

11. PENINGKATAN KUALITASKEHIDUPAN BERAGAMA

Pembangunan yang diselenggarakan dalam rangka
meningkatkan kualitas kehidupan beragama adalah salah
satu wujud pemenuhan amanat UUD 1945 pasal 29 ayat (1)
dan (2) yang menegaskah bahwa Negara berdasarkan atas
Ketuhanan yang Maha Esa dan Negara menjamin
kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk untuk memeluk
agamannya masing-masing dan untuk beribadat menurut
agama dan kepercayaannya itu. Disamping Peningkatan
kualitas kehidupan beragama adalah juga merupakan salah
satu unsure kesejahteraan masyarakat, dimana masyarakat
dapat dengan khusyu’ menjalankan ibadah kepada Tuhan
yang Maha Esa yang merupakan fitrah pengabdian seorang
hamba kepada Tuhannya.
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Peningkatan kesejahteraan masyarakat dari disi ruhaniah
ini sangat penting artinya didalam mendukung keberhasilan
penyelangaraan pembangunan secara keseluruhan. Dengan
semakin meningkatnnya nilai nilai keimanan dan ketagwaan
kepada Tuhan Yang Maha Esa , maka tercipta suasana
damai aman dan tentram dalam kehidupan masyarakat yang
pada akhirnya akan mendorong tumbuhnya rasa iklas
dalam bekerja dan beribadah, yang akan berdampak pada
peningkatan kinerja dan produktivitas masyarakat.

Munculnya berbagai paham dan aliran dalam suatu agama
yang sering mendorong munculnya berbagai konflik karena
perbedaan pandangan dan pemahaman terhadap suatu
makna yang ada didalam agama memang tidak bisa
dihindari lagi. Dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan
beragama tentu juga berkaitan dengan praktek-praktek
penyelenggaran ibadah keagamaan yang benar sesuai
dengan ketentuan agamanya. Agama tidak boleh
disalahgunakan untuk praktek-praktek yang meresahkan
kehidupan masyarakat. Dengan demikian akan tercipta
harmonisasi, toleransi dan tenggangrasa dalam kehidupan
masyarakat yang majemuk dengan berbagai perbedaan yang
ada baik secara etnis maupun agama/ keyakinan. Sinergai
dari berbagai perbedaan yang ada akan akan melahirkan
dinamisasi kehidupan beragama.

a. PERMASALAHAN

Masih kurang memadainya pemahaman, penghayatan
dan pengamalan gjaran agama di kalangan masyarakat.

Kehidupan beragama pada sebagaian masyarakat baru
mencapai tataran simbul-simbol keagamaan dan belum
sepenuhnya bersifat substansial. Hal ini tercermin antara
lain pada gejala negatif seperti perilaku asusila, praktek
KKN, penyalahgunaan narkoba, pornografi, pornoaksi
dan perjudian. Selain itu, angka banyaknya anak-anak
yang terlantar, tingginya kesenjangan sosial, kehamilan
diluar nikah, perceraian keluarga dan Dberbagai
ketidakharmonisan social lainnya mengindikasikan masih
lemahnya rumah tangga sebagai basis pembinaan
mentalitas dan moralitas keagamaan yang pada akhirnya
juga mempengaruhi kehidupan bermasyarakat berbangsa
dan bernegara.
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Lemahnya pemahaman, penghayatan dan penamalah
ajaran agama di kalangan peserta didik. Hal ini
merupakan tantangan yang berat bagi kalangan
pendidikan, dimana lembaga pendidikan tidak hanya
mendorong penguasaan IPTEK akan tetapi juga harus
mampu meningkatkan moralitas peserta didik yang akan
bermuara kepada akhlak yang mulia. Kendala yang
dihadapi selain masih rendahnya kualitas pendidik dan
tenaga kependidikan juga sarana dan prasaran
pendidikan. Derasnya arus globalisasi baik melalui media
cetak maupun elektronik semakin mempengaruhi
perilaku anak didik yang cenderung negatif. Hal ini tidak
dapat ditanggulangi dari satu sisi saja akan tetapi harus
ada upaya sinergi antara penyediaan filter beruapa
berbagai peraturan perundangan dan peningkatan
ketahanan moralitas kegamaan berupa peningkatan
keimanan melalui penghayatan dan pengamalan ajaran
agama.

Belum memadainya Pelayanan Kehidupan beragama. Hal
ini  berkaitan dengan masih rendahnya kualitas
pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada
masyarakat dalam rangka mendukung pelaksanaan
berbagai kegiatan keagamaan seperti pembinaan kepada
lembaga-lembaga pendidikan keagamaan seperti
lembaga-lembaga dakwah dan pondok—pondok pesantren,
peningkatan kualitas ibadah seperti penyelenggaraan
ibadah haji, peringatan hari besar keagamaan, dukungan
serta perlindungan dalam rangka pengamalan ajaran
agama dan Kkegiatan kegiatan pengamalan social
keagamaan lainnya.

Masih  sering munculnya konflik konflik akibat
ketegangan social di dalam masyarakat. Masih adanya
kesenjangan social yang masih terjadi dimasyarakat yang
mempertentangkan antara yang kuat dan lemah secara
ekonomi, perbedaan etnis dan golongan atau partai yang
sering memanfaatkan sentimen-sentimen keagamaan
untuk mempengaruhi kelompoknya msing-masing, harus
menjadi perhatian masyarakat, agar tidak terjebak dalam
konflik yang seolah-oleh mengatasnamakan pembelaan
terhadap agama yang justru akan berdampak negatif
terhadap pandangan keagamaan.
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b. SASARAN

Sasaran yang hendak dicapai dari program peningkatan
kualitas kehidupan beragama ini antaralain:

1.

2.

Meningkatnya kualitas pelayanan, pemahaman serta
kehidupan beragama

meningkatnya kualitas pemahaman, penghayatan dan
pengamalah ajaran agama dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga
kualitas masyarakat dari sisi ruhani semakin baik.
Upaya ini juga ditujukan pada anak perserta didik di
semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan, sehingga
pemahaman dan pengamalah ajaran agama dapat
ditanamkan sgjak dini pada anak-anak.

Meningkatnya kepedulian dan kesadaran masyarakat
dalam memnuhi kewajiban membayar zakat, infak,
shodagoh, kolekte, dana punia dan dana paramita
dalam rangka mengurangi kesenjangan social di
masyarakat.

Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan
beragama bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga
dapat memperoleh hak hak dasar dalam memeluk
agamanya masing-masing dan beridabadat sesuai
agama dan kepecayaannyai itu;

Meningkatnya kualitas manajemen ibadah haji dengan
sasaran penghematan biaya dan pencegahan korupsi
serta peningkatan kualitas pelayanan jamaah hgji
Meningkatnya peran lembaga sosial keagamaan dan
lembag pendidikan keagamaan sebagai agen
pembangunan dalam rangka meningkatkan daya
tahan masyarakat menghadapi berbagai krisis.
Peningkatan kerukunan intern dan antar umat
beragama

Terciptanya harmoni social dalam kehidupan intern
dan antarumat beragama yang toleran dan saling
menghormati dalam rangka menciptakan suasana
yang aman dan damai, sehingga dapat mengurangi
dan mencegah timbulnya konflik sosial.
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c. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan pembangunan dalam rangka
meningaktkan kualitas kehidupan beragama adalah
sebagal berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman
agama serta kehidupan beragama

2. Peningkatan kerukunan intern dan antar umat
beragama

d. PROGRAM PEMBANGUNAN

PROGRAM PENINGKATAN KUALITASKEAGAMAAN

Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah :

a. Peningkatan pemahaman, penghayatan, dan
pengamalan nilai nilai keagamaan

b. Peningkatan pendidikan agama dan keagamaan

c. Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama

d. Peningkatan dan pengembangan Iembaga-lembaga
sosial keagamaan dan pendidikan kegamaan

e. Peningkatan kerukunan umat beragama

12. PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL

Perlindungan dan kesejahteraan sosial merupakan hal-hal
yang berkaitan dengan keterlantaran baik anak maupun
usia lanjut, kecacatan, ketunasusilaan, dan bencana alam
serta bencana sosial. Hal ini sesuai dengan amanat pasal 28
h ayat (1), (2) dan (3) Perubahan kedua dan pasal 34 ayat (1)
dan (2) perubahan keempat UUD 1945. Menurut data yang
ada di Kota Surakarta pada tahun 2003 terdapat 407 usia
lanjut, 361 WTS, 307 PdanG, 17 Waria, 11.446 keluarga
miskin, 142 anak terlantar, 321 anak bermasalah dan 124
bekas napi. Sementara itu pada tahun yang sama terdapat
158 cacat tubuh, 103 Tuna netra, 9 tuna mental, 59 tuna
runggu/ wicara dan 89 penyandang cacat dari keluarga
miskin.

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

(PMKS) apabila tidak dilaksanakan dengan tepat akan
mengakibatkan terjadinya kesenjangan sosial yang semakin
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luas dan akan berdampak pada melemahnya ketahanan
sosial yang secara keseluruhan akan berpotensi
menimbulkan konflik sosial.

a. PERMASALAHAN

Rendahnya kualitas penanganan penyandang masalah
kesejahteraan sosial (PMKS). Penyendang cacat masih
banyak menghadapi kendala untuk kemandirian,
produktivitas dan hak untuk hidup normal yang meliputi
antara lain akses ke pelayanan sosial dasar, terbatasnya
jumlah dan kualitas tenaga pelayanan sosial untuk
berbagai jenis kecacatan dan aksesibilitas terhadap
pelayanan umum untuk mempermudah kehidupan
mereka. Sedangkan masalah ketunasusilaan yang terdiri
dari gelandangan, pengemis dan tuna susila, selain
disebabkan olen kemiskinan juga diakibatkan oleh
ketidakmampuan individu untuk hidup dan bekerja
sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Masalah lainnya

adalah rendahnya kualitas menejemen dan
profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial dan
masih diperlukannya penyerasian kebijakan
kesejahteraan sosial antara pemerintah daerah dan
pusat.

Masih lemahnya koordinasi penanganan korban
bencana alam dan sosial. Bencana alam maupun
bencana sosial memang merupakan fenomena yang
kejadiannya tidak sepenuhnya mampu diprediksi secara
tepat. Dalam rangka melakukan antisipasi berbagai
kemungkinan baik lokal maupun lintas daerah perlu
peningkatan koordinasi dan kerjasama antar daerah
mengingat permasalahan sosial memiliki kecenderungan
yang dinamis. Peboro ataupun para urban berpotensi
menimbulkan permasalahan di kota-kota besar.
Keterbatasan lahan  dan mahalnya pemukiman
diperkotaan memaksa mereka tinggal diarea-area kumuh
dan rawan sosial. Keterbatasan fasilitas dan pekerja
sosial merupakan kendala yang perlu mendapatkan
perhatian secara khusus

b. SASARAN

Sasaran peningkatan perlindungan dan kesegjahteraan
sosial adalah sebagai berikut:
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Meningkatnya aksesibilitas penyandang masalah
kesg ahteraan sosial terhadap pelayanan sosial dasar
Meningkatnya kualitas hidup penyandang masalah
kesejahteraan sosial sesuai harkat dan martabat
kemanusiaan

Meningkatnya kemampuan dan kepedulian sosial
masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial
secara melembaga dan berkelanjutan

Meningkatnya ketahanan sosial individu, keluarga dan
komunitas masyarakat dalam mencegah dan
menangani permasal ahan social

Meningkatnya keserasian kebijakan kesejahteraan
sosial antara pusat dan daerah serta lintas daerah
melalui peningkatan koordinasi penanganan
kesgj ahteraan social

Tersusunnya sistem dan meningkatnya kualitas
menegjemen perlindungan sosial di tangkat kota
Terwujudnya peningkatan keadalan dan kesejahteraan
gender

c. ARAH KEBIJAKAN

Guna mencapai sasaran diatas arah kebijakan
perlindungan dan kesejahteraan sosial adalah sebagai
berikut :

1.

Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar
kesejahteraan social bagi penyandang masalah
kersgjahteraan social

. Meningkatkan pemberdayaan fakir miskin,

penyandang cacat dan kelompok rentan sosial lainnya.
Meningkatkan kualitas hidup bagai PMKS terhadap
pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik, dan
jaminan kesegjahteraan sosial.

Mengembangkan dan menyerasikan kebijakan untuk
penanganan masalah-masalah strategis yang
menyangkut masal ah kesejahteraan social

Memperkuat ketahanan social masyarakat
berlandaskan prinsip kemitraan dan nilai-nilai sosial
budaya.

Mengembangkan sistem dan meningkatkan kualitas
menejeman perlindungan sosial kota.

Memberdayakan sumber-sumber peningkatan
kesejahteraan social serta meningkatkan prakarsa dan
peran aktif masyarakat yang mampu, dunia usaha,
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perguruan tinggi, orsos/LSM dan isntitusi-institus
kesejahteraan masyarakat lainnya dalam mendukung
pembangunan kesejahteraan sosial.

8. Meningkatkan keadilan dan keseteraan gender

d. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN

1. PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITAS
KESEJAHTERAAN SOSIAL

Program ini dimaksudkan untuk menghidupkan
fungsi—-fungsi sosial masyarakat, memberikan
pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang
PMKS, termasuk bagi lanjut usia terlantang,
penyandang cacat dan anak anak terlantar. Priorita
kegaitan yang akan dilaksanakan adalah :

a. Pengembangan sistem dan informasi manajemen
kesgjahteranaan social

b. Peningkatan sarana dan prasarana kesejahteraan
social

c. Pembinaan dan perlindungan sosial bagi PMKS

d. Perkuatan kelembagaan kesgjahteraan sosial

2. PROGRAM ADVOKASI BAGI PMKS
Kegiatan pokok yang dilaksanakan :
a. Peningkatan aksesibilitas bagi penyandang cacat
b. Perlindungan hukum dan HAM bagi PMKS

Untuk mencapai sasaran ketiga dari agenda pembangunan ini
yakni Pelestarian Lingkungan hidup ditempuh melalui prioritas
Pembangunan sebagai berikut :

13. PERBAIKAN SUMBER DAYA ALAM DAN PELESTARIAN
LINGKUNGAN HIDUP

a. PERMASALAHAN

Masalah di dalam pengelolaan lingkungan di kota
Surakarta dapat dikelompokkan sebagai berikut :

M asalah Pemanfaatan tata ruang. Persoalan utama dalam
penataan tata ruang kota Surakarta adalah terbatasnya
potensi ruang terbuka dan belum ada ketentuan baku
RDTRK. Potensi Ruang terbuka hanya 12 % (526,23 Ha)
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dari luas wilayah kota Surakarta (44.040 Km2). Hal ini
sangat jauh dari kondisi ideal pemanfaatan lahan menurut
RUTRK dimana ruang terbuka seharusnya 40 % (+ 1762,4
Ha). Dengan belum adanya RDTRK akan menciptakan
kondisi yang mendorong timbulnya masalah lingkungan
perkotaan seperti menurunnya kulitas serta daya dukung
lingkungan

Masalah Pemanfaatan sumber daya air dan tanah.
Maslah utama yang dihadapi adalah kuantitas dan
kualitas air tanah yang rendah. Hasil pemantauan KLH
kota Surakarta terhadap beban pencemaran (BOD dan
COD) buangan limbah cair dari perusahaan yang masuk
program prokasih dari tahun ketahun mengalami
penurunan, namun kualitas air secara keseluruhan tetap
buruk. Hal ini akibat dari penanganan terhadap limbah
domestic dan industri kecil (jumlah cukup banyak) masih
sangat terbatas.

Masalah Pencemaran Udara. Pencemaran udara di kota
Surakarta umumnya disebabkan oleh emisi gas buang
yang melebihi baku mutu udara ambient, baik darai
sumber bergerak (kendaraan) maupun dari sumber tidak
bergerak (industri). Kandungan dalam emisi gas yang
dominant adalah CO, Sox, NOx dan HC. Hampir 70 % dari
emisi tesebut berasal dari kendaraan (transportasi) dengan
konsentrasi tertinggi dari daerah lalu lintas yang padat.

Masalah pengelolaan daerah aliran sungai (DAS).
Persoalan mendasar dalam penataan DAs di Kota
Surakarta adalah tidak adanya isntansi yang secara
definitive bertanggungjawab terhadap pengelolaannya. Hal
tersebut sangat pentinga karena kota Surakarta dialiri oleh
kurang lebih tujuh sungai termasuk sungai bengawan sol o,
dimana sungai-suingai terabit menjadi muara dari limbah
cair yang dihasilkan oleh kegiatan industri dan rumah
tangga pada kawasan itu. Panaganan masalah lingkungan
pada DAS adalah contoh kasus dimana masalah
lingkungan tidak cukup dengan pendekatan kewilayahan
tetapi harus dengan pendekatan ekoligis
(ekosistem)sehingga pemecahan tidak secara partial tetapi
harus terintegrasi. Untuk itu dituntut kerjasama dengan
semua pihak terkait (stakeholder) dalam ekosistem tesebut.
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